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“Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat”

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Berau Tahun 2024



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BERAU

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembnagunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembnagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 yang
selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan OPD
untuk periode 1 (satu) tahun.
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5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Berau.

6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat
Daerah.

Pasal 2
RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana Kkerja
Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS Daerah sebagai dasar
penyusunan rancangan APBD Tahun 2025.

BAB II
RKPD

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 memuat :

a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;

b. Program prioritas pembangunan daerah; dan

c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

BAB1 :Pendahuluan

BAB Il : Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pasal 4

(I) Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Berau menyusun KUA dan PPAS.

(2) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau untuk Nota
Kesepakatan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran.

(3) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Rancangan APBD
Tahun 2025

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5
Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 6
Dalam hal RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan DPRD, maka Pemerintah

Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 hasil pembahasan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal ¥ Juli 2024

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal ¥ Juli 2024

r BHAR[S DAERAH KABUPATEN BERAU,
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Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi Tahun 2023

Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten

Statistik Klimatologi Kabupaten Berau, 2023

Rencana Pola Tata Ruang Kabupaten Berau Tahun 2016-2036
Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan Kabupaten Berau

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kabupaten Berau

Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Berau Tahun 2022
Data Kependudukan Kabupaten Berau Tahun 2023

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Berau,
2019-2023

Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha adh Berlaku dan adh
Konstan Kabupaten Berau (Juta Rp) Tahun 2023

Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Berlaku Kabupaten Berau (Persen) Tahun 2019-2023

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Konstan Kabupaten Berau (Persen) Tahun 2019-
2023

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten Berau Tahun 2019-2023

Perbandingan IPM di Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023
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Tahun 2022
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Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Berau

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, 2018-2022
Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing
Kabupaten Berau, Tahun 2022-2023

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Dependency
Ratio di Kabupaten Berau, 2019-2023

Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2022
Target dan Realisasi Capaian Sasaran RPJMD Kabupaten Berau
Realisasi Kinerja Program Prioritas RPJMD Kabupaten Berau
Tahun 2023

Permasalahan Berdasarkan Sasara Pembangunan
Permasalahan Pembanguna Daerah Berdasarkan
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib Menyusun
perencanaan pembangunan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagai penjabaran dari perencanaan pembangunan lima tahunan yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk menjamin
kualitas perencanaan pembangunan, maka penyusunan RKPD dilakukan melalui proses
pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-
atas (bottom-up). Selain itu, substansi penyusunan RKPD dilaksanakan dengan
menganut konsep money follows program melalui pendekatan Tematik, Holistik,
Integratif, dan Spasial (THIS). RKPD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2025 untuk menjamin keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah,

serta tetap memperhatikan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG's).
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RKPD Kabupaten Berau Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan
pemerintah daerah tahun ke 4 (empat) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga
merupakan sebagai instrumen dalam mengejawantahkan muatan-muatan yang
terkandung dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Dokumen ini memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana

kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan pembangunan, terutama dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, RKPD harus dapat mengidentifikasi
permasalahan yang secara bertahap yang akan dipecahkan melalui program, kegiatan
dan sub kegiatan perangkat daerah. RKPD juga merupakan rangkaian kerja yang
saling berkesinambungan dengan kebijakan pembangunan pada tahun-tahun
berikutnya. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026,
prioritas fokus/tema pembangunan Kabupaten Berau diselaraskan dengan kebijakan
Nasional dan Provinsi di tahun 2025, yaitu “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Tema pembangunan tersebut
merupakan prioritas tahunan ke-4 (empat) sebagai bagian dari rangkaian kebijakan
guna mewujudkan visi kepala daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yaitu
“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal
untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara

berkelanjutan”.
1.1. Latar Belakang

RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJIMD memuat rancangan kerangka
ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Secara umum,
RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan RPJMD

Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
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2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana
Kerja Perangkat Daerah yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat
dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada;

3. RKPD merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Berau dalam menentukan Kebijakan
Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara melalui
penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan money follow
program, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD;

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, dapat diketahui
sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun
berkenaan;

5. RKPD Kabupaten Berau Tahun 2025 sebagai dokumen acuan penyusunan Renja
OPD Tahun 2025 bagi seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Berau dan

sekaligus menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RKPD mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat secara substansial, RKPD memuat
prioritas pembangunan yang konsisten terhadap arah kebijakan pembangunan jangka
menengah (RPJMD) dan secara normatif, RKPD merupakan dasar penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

Penyusunan dokumen rancangan awal RKPD 2025 ini mengacu pada pasal 16
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa
RKPD disusun dengan tahapan: Persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan
awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan
penetapan RKPD. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2025 didasarkan
atas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya dan hasil
penjaringan aspirasi masyarakat melalui Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Tahunan yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan,
Kecamatan dan Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan
prioritas pembangunan dan kesepakatan antarpelaku pembangunan mengenai

rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran, arah kebijakan,
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program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.
Perumusan kebijakan pembangunan dalam RKPD juga dilakukan memadukan materi
pokok yang telah disusun dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan

sinkronisasinya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun 2025.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui 8 (delapan) tahapan sebagai
berikut:

—

Persiapan penyusunan RKPD;

Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
Penyusunan Rancangan RKPD;

Pelaksanaan Musrenbang RKPD;

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;

Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Provinsi;

Penetapan RKPD.

o N O O p W DN

Dalam menyusun RKPD, digunakan pendekatan perencanaan pembangungan

meliputi:

1. Pendekatan Partisipatif
Perumusan RKPD dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan. Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap
pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat
menciptakan rasa memiliki serta menumbuhkan semangat untuk terlibat dan
berpartisipasi langsung dalam pembangunan; termasuk pelibatan dan kesetaraan
unsur pemerintah dan non-pemerintah, media, dan masyarakat pada umumnya.

2. Pendekatan Politis
Perencanaan yang disusun merupakan amanat dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun
2021-2026 dan juga arahan umum perubahan RPJPD Kabupaten Berau Tahun
2006-2026 yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan
oleh Kepala Daerah terpilih. Secara teknis, pendekatan politis dilaksanakan dengan
menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan
DPRD.
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3. Pendekatan Atas-Bawah (7op-Down)
Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian
diselaraskan melalui penyelenggaraan Musrenbang dan rapat koordinasi/rapat
kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan
perencanaan ini antara lain diwujudkan dengan adanya sinergitas keatas terhadap
RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RKP. Di samping itu, pendekatan atas-bawah
juga diwujudkan melalui sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan
pembangunan global seperti Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM),
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.

4. Pendekatan Bawah-Atas (Bottom-Up)
Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan
melalui penyelenggaraan Musrenbang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat
kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini dilakukan untuk
menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat guna melihat konsistensinya dengan

visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabupaten Berau.

RKPD Kabupaten Berau Tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD
Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Rumusan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2025
kemudian menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025 termasuk
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dan RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, secara umum penyusunan RKPD Kabupaten
Berau Tahun 2025 juga merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai

landasan konstitusional dengan landasan operasionalnya yaitu:

1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua
kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomoe 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;
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11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);
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21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, berubah menjadi Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 180);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1538);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1114).

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah
dicabut;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
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28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor ...);

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan lklim (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2019 Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023-2042

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1;

32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender
Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2024 Nomor 5);

33. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2006-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006 Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor Register: 8/67/2017);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2001 -
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 1).
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1.3. Hubungan Antardokumen

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam
rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat
Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan
RAPBD. RKPD Kabupaten Berau Tahun 2025 merupakan instrumen kebijakan jangka
menengah (RPJMD) ke dalam kebijakan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan menjadi
ujung tombak keterhubungan antara kebijakan strategis daerah dengan
penganggaran. Secara vertikal, prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Berau
juga disinergikan dengan prioritas pembangunan provinsi dan pemerintah pusat
sebagai satu kesatuan kebijakan dalam menangani permasalahan pembangunan di

Kabupaten Berau.

RKPD juga memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana
maupun anggaran, terutama dengan RPJMD, Renstra PD, Renja PD, dan RAPBD.
Secara garis besar hubungan antara RKPD dengan produk-produk perencanaan
pembangunan daerah yang lain dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 1.1
Hubungan Antardokumen Rencana Pembangunan Daerah
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1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Berau Tahun 2025 disusun dengan maksud memberikan arah
sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam
menyelaraskan aktivitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pembangunan

daerah Kabupaten Berau.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Berau Tahun 2025,

yaitu:

a. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional dan Provinsi
yang tertuang di dalam RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025 dalam upaya menjawab permasalahan Kabupaten Berau;

b. Operasionalisasi RPJIMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun berkenaan
(Tahun 2025);

c. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2025;

d. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah
serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan
tahun anggaran berikutnya;

e. Menjadi acuan bagi seluruh OPD Kabupaten Berau dalam penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);

f. Tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah;

g. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan
pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat
pemerintahan; serta

h. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya

pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD
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RKPD Kabupaten Berau Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai

berikut:

BAB | Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen

RKPD.

BAB li Gambaran Umum Kondisi Daerah; memuat gambaran umum kondisi
daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi
RPIJMD, serta permasalahan pembangunan daerah yang mencakup
permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah.

BAB llI Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; menjelaskan tentang kondisi
ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain
mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber
pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja

daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; mengemukakan pernyataan
tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran
pembangunan daerah tahun 2025 berdasarkan hasil analisis terhadap
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPIMD, identifikasi isu strategis dan masalah
mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi

daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; mengemukakan rencana program
dan kegiatan prioritas daerah yang mewakili aspirasi dan kepentingan

masyarakat dan disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
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kedudukan tahun perencanaan pembangunan (RKPD), dan capaian kinerja

yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; mengemukakan tentang
penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk
memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)

pada akhir tahun perencanaan.

BAB VI Penutup; mengemukakan kaidah pelaksanaan serta mekanisme

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
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Kabupaten Berau merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi
Kalimantan Timur, Indonesia yang ber Ibukota di Tanjung Redeb. Kabupaten Berau
memiliki luas wilayah yang cukup besar dan terdiri dari daratan dan kepulauan.
Berau memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, terutama di sektor alam.
Destinasi wisata melibatkan keindahan alam seperti pantai, pulau-pulau, dan taman
nasional. Salah satu destinasi terkenal adalah Derawan, yang terkenal dengan
keindahan bawah lautnya dan menjadi tujuan populer bagi penyelam.

Kabupaten Berau juga memiliki peran penting dalam sektor energi, terutama
dalam produksi minyak dan gas bumi. Aktivitas ekonomi di sektor ini dapat
memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan negara.
Kabupaten Berau memiliki potensi dan keunikan yang mencakup aspek alam,
budaya, dan ekonomi. Sebagai daerah yang terletak di Kalimantan Timur,
keberagaman etnis dan keindahan alamnya membuatnya menarik bagi para
wisatawan dan peneliti.

Pembangunan Kabupaten Berau melibatkan berbagai sektor, termasuk
infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan telah dilaksanakan
pada periode perencanaan 2021-2026 hingga pada tahun 2023 memasuki tahun
kedua dan telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pembangunan
tersebut masih harus diupayakan percepatan pembangunannya sampai dengan

akhir periode RPJMD yaitu tahun 2026. Selain banyak dampak positif yang

BAB Il
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

EN BERAU TAHUN 2025

dimunculkan, perkembangan ini juga menimbulkan keadaan-keadaan yang
memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Berau pada tahun
2025.

Upaya percepatan pembangunan dilakukan antara lain melalui perumusan
arah kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Berau yang selaras dengan
perencanaan pembangunan jangka menengah dan sesuai realisasi kinerja
pembangunan yang telah dilaksanakan hingga saat ini. Dalam pelaksanaan
pembangunan jangka menengah, maka berbagai rumusan program pembangunan
RKPD ini merujuk pada kebijakan lima tahunan yang telah ditetapkan. Oleh karena
itu, perlu adanya analisis gambaran umum kondisi daerah sebagai panduan awal
dalam menyusun kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Berau. Kondisi umum
daerah Kabupaten Berau dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Subbab ini akan menguraikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran
umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek
kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah beserta
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan penjabaran sebagai
berikut.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Karakteristik Lokasi dan Wilayah
a. Luas dan batas wilayah administrasi
Kabupaten Berau berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur dan
berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sampai dengan tahun
2023, wilayah administrasi Kabupaten Berau terbagi dalam 13 kecamatan dengan

jumlah desa/kelurahan sebanyak 100 desa dan 10 kelurahan.
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Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Berau
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Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Berau 2017

Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127,35 Km? yang terdiri dari
daratan 23.558,50 Km? dan lautan 10.568,85 Km? sepanjang 4 mil dari garis
pantai pulau terluar. Bila didasarkan pada data BPS tahun 2020, luas Kabupaten
Berau adalah 36.962,37 Km? dengan jumlah kecamatan sebanyak 13
Kecamatan/Kampung dan 110 Desa/Kelurahan.

Luas Kabupaten Berau berada pada urutan ketiga di Provinsi Kalimantan
Timur dengan luas daratan sebesar 2.173.519 Ha atau 17% dari total luas daratan
Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Berau
sebagai berikut:

e Wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan
Utara;

e Wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur;

e Wilayah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi; dan

e Wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Barat.

b. Letak dan kondisi geografis
Kabupaten Berau terletak tidak jauh dari Garis Khatulistiwva dengan posisi

antara 116° sampai dengan 119° Bujur Timur dan 1° Lintang Utara sampai dengan
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2°33' Lintang Selatan. Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang
pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur bagian utara dengan potensi
sumber daya alam yang tidak terbarui cukup besar, yakni batu bara. Selain itu,
terdapat banyak potensi pariwisata yang cukup menjanjikan sebagai salah satu
daya tarik bagi wisatawan, baik asing maupun domestik.

Delapan kecamatan di Kabupaten Berau memiliki wilayah pesisir, yaitu
Kecamatan Sambaliung, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, Pulau
Derawan, dan Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan
lepas. Khusus Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua sudah dikenal secara
internasional sebagai daerah tujuan wisata di mana pantai dan alam bawah lautnya
memiliki panorama yang indah. Di samping itu, Kabupaten Berau juga memiliki 31
pulau kecil dan wilayah laut yang cukup luas dengan keanekaragaman sumber daya
hayati yang tinggi.

c. Topografi

Topografi Kabupaten Berau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan
lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Wilayah daratan Kabupaten Berau lebih
banyak berbentuk gugusan bukit yang sebagian besar tidak dihuni oleh penduduk
sehingga rata-rata kecamatan memiliki wilayah yang luas dengan kepadatan
penduduk rendah. Wilayah daratan tidak lepas dari perbukitan yang terdapat
hampir di seluruh wilayah, terutama Kecamatan Kelay yang membentang perbukitan
batu kapur hampir mencapai 100 km. Selanjutnya, di Kecamatan Talisayan terdapat
perbukitan dengan bukit tertinggi dikenal dengan nama Bukit Padai. Kabupaten

Berau memiliki tujuh buah danau dengan total luas kurang lebih 15 Ha.
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Gambar 2.2.
Peta Topografi Kabupaten Berau

)
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Sumber: RTRW Kabupaten Berau Tahun 201 71-2031
d. Hidrologi

Kabupaten Berau terdapat enam kecamatan yang dialiri sungai dengan

jumlah total mencapai 20 aliran sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Berau di

Kecamatan Gunung Tabur yang mencapai 292 km dan Sungai Kelay di Kecamatan
Kelay sepanjang 254 km.

Gambar 2.3.
Peta Hidrologi Kabupaten Berau

Sumber: RTRW Kabupaten Berau Tahun 201 1-2031
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Adapun sistem jaringan sumber daya air di Berau dikelompokan menjadi 2 (dua)
Wilayah Sungai (WS), yaitu:

1) WS Berau-Kelay

Jaringan sumber daya air strategis nasional yang termasuk dalam WS Berau-
Kelay, yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS): DAS Berau-Kelay, DAS Pantai, DAS Liu
Padai, DAS Tabalar, DAS Lempaki, DAS Pegat, DAS Lungsuran Naga, DAS Derawan,
DAS Bakil, DAS Benuyaan, DAS Sumberagung, DAS Kayuindah, DAS Talisayan, DAS
Lobangkelatak, DAS Kalriabu, DAS Muhammad, DAS Labuankelambu, DAS
Sandaran, DAS Kembalun, DAS Manubara, DAS Sunggalit, DAS Malinau, DAS
Pidada, DAS Bangun, DAS Tanjungbuaya, dan DAS Maratua.
2) WS Karangan

Pengaturan irigasi di Kabupaten Berau terbagi menjadi 2 (dua) kewenangan,

yakni kewenangan di tingkat provinsi dan kewenangan di tingkat kabupaten.

Tabel 2.1
Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi Tahun 2023

No. Daerah Irigasi (DI) Lokasi Luas (Ha)

(1) (2 3) 4

1 DI Biatan Biatan 1.800
2 DI Dumaring Talisayan 1.000
3 DI Labanan Teluk Bayur 1.116
4 | DI Merancang Gunung Tabur 1.200
5 DI Batu-Batu Gunung Tabur 1.000
6 DI Sungai Lati Gunung Tabur 1.050
7 DI Beriwit Sambaliung 1.500
8 | DI Muara Bangun Sambaliung 2.000
9 | DI Tepian Buah Segah 1.500
10 | DIR Rantau Panjang Sambaliung 1.500
11 | DIR Sei Kuran Gunung Tabur 1.000
12 | DIR Sukan Tengah Sambaliung 1.000
13 | DIR Tanjung Perangat Sambaliung 2.500
14 | DIR Urutang 2.000

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036
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No. Daerah Irigasi (DI) Lokasi Luas (Ha)
(1) (2) 3 4
1 DI Buyung-Buyung Tabalar 500
2 DI Gurimbang Sambaliung 250
3 DI Pulau Besing Gunung Tabur 200
4 DI Semurut Tabalar 510
5 DI Talisayan Talisayan 850
6 DI Merancang Gunung Tabur 200
7 DI Tasuk Gunung Tabur 300
8 DI Tumbit Melayu Teluk Bayur 350
9 DI Siduung Segah 500
10 | DI Pujut Pulau Derawan 500
11 DI Tabalar Tabalar 300
12 | DI Samburakat Gunung Tabur 200
13 | DI Bebanir Muara Sambaliung 100
14 | DI Pulau Aji Sambaliung 100
15 | DIR Karangan Biatan 250
16 | DIR Sukan Sambaliung 500
17 | DIR Semanting Tabalar 500
18 | DI Suaran Sambaliung 200
19 | DI Teluk Sumbang Biduk-Biduk 250
20 | DI Semurut I Tabalar 300
21 DI Batu Putih Batu Putih 300
22 | DI Biatan Lempake Biatan 450
23 | DI Pandan Sari Segah 300
24 | DI Bukit Makmur Segah 600
25 | DI Tabalar Muara Tabalar 1.000

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang

e. Geologi

Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

Indonesia sendiri sangat kaya akan kawasan karst, dengan luas sekitar

15,4 juta hektar dan tersebar di seluruh Nusantara dengan perkiraan umur mulai

470 juta tahun sampai yang terbaru sekitar 700.000 tahun. Sedangkan di

Provinsi
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terdapat di Kabupaten Berau dan Kutai Timur dengan total luas 1.867.676 Ha
atau seluas 12% dari total luas karst di Indonesia. Kawasan karst merupakan
suatu kawasan yang memiliki karakteristik relief dan drainase yang khas,
disebabkan oleh derajat pelarutan batu-batuan yang intensif, terutama batuan
gamping dan dolomit. Ekosistem karst memiliki keunikan, baik secara fisik yang
ditandai dengan perbukitan, lembah-lembah terjal, gua dan sungai bawah tanah,
maupun secara keanekaragaman hayati. Kawasan Karst ini memiliki peran penting
dalam siklus hidrologi, yaitu berdasarkan pendekatan Daerah Aliran Sungai
Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, kawasan tersebut merupakan hulu
dari 5 sungai utama di Berau dan Kutai Timur (Dumaring, Tabalar, Menubar,
Karangan dan Bengalun) dan merupakan salah satu sumber air utama bagi
masyarakat di 100 desa.

Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat merupakan sumber daya alam
yang tidak terbarukan (nonrenewable), yang jika rusak tidak dapat dipulihkan
(unretrievable) dan kawasan yang sangat peka untuk segala bentuk perubahan
lingkungan. Keanekaan hayati maupun nirhayati kawasan karst merupakan unsur
penting penyusun keanekaan bumi (geodiversity). Tiga aspek utama kawasan karst
yang bernilai ilmiah, ekonomi, dan kemanusiaan merupakan sendi-sendi strategis
yang penting sehingga pada 1997, International Union for Conservation of Nature
(JIUCN) mengukuhkan karst sebagai kawasan yang lingkungannya harus
dilestarikan. Selain itu, saat ini kawasan karst juga diakui turut memainkan peran
penting dalam siklus karbon dunia. Dengan perkembangannya, kini sebagian
besar kawasan karst telah menjadi lokasi wisata alam, budaya dan ilmiah. Namun
demikian, kawasan karst ini tak luput pula dari ancaman kelestarian kawasan

melalui penambangan marmer, semen, maupun penggalian batu kapur.
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Gambar 2.4
Peta Indikatif Kawasan Bentang Alam Karst di Kabupaten Berau
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Kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat di Berau mempunyai keunikan
tersendiri karena selain dihiasi perbukitan hijau, dinding- dinding terjal dan gua
bawah tanah yang eksotis, membentang indah dan meraksasa dari Kabupaten
Berau hingga Kabupaten Kutai Timur, juga pada dinding-dinding guanya terdapat
jejak kehidupan manusia purba berupa lukisan tangan dan lukisan berbagai jenis
binatang, yang diperkirakan sudah berusia sekitar 10.000 tahun Sebelum Masehi.
Berdasarkan hasil penelitian, diperkirakan penyebaran rumpun manusia purba
Austronesia berawal di Pegunungan Karst Sangkulirang, yang artinya disinilah titik
awal masuknya manusia purba ke wilayah nusantara.

Selain memiliki keindahan dan keunikan alam, Kawasan Karst Sangkulirang-
Mangkalihat juga menyimpan potensi sumber daya alam bernilai ekonomis, berupa
sarang burung Rating, potensi wisata alam, hasil hutan kayu maupun non kayu,
serta batuan mineral. Keanekaragaman hayatinya pun melimpah, diantaranya
menjadi salah satu habitat penting orang utan dan beberapa fauna lain, selain
menjadi kawasan berpotensi penyerapan karbon yang cukup tinggi. Oleh karena
itu, bentang alam, karst raksasa Sangkulirang- Mangkalihat bukan tidak mungkin
ke depan akan menjadi warisan dunia satu- satunya di Kalimantan untuk warisan
alam dan budaya serta masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Peluang ini

harus dimanfaatkan karena lonjakan kunjungan wisata yang akan terjadi dengan
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mengembangkan kegiatan non ekstraktif, seperti ekowisata di daerah Karst
Sangkulirang Mangkalihat.
f. Klimatologi

Berdasarkan hasil pengamatan iklim yang dilakukan oleh BMKG Kabupaten
Berau di Stasiun Meteorologi Tanjung Redeb pada tahun 2023, secara umum
Kabupaten Berau beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara berkisar 26,5°C
sampai dengan 28,1°C dengan kelembaban udara mencapai 88,8 pada bulan
Januari dan paling minim hanya berkisar 83,1 pada bulan September 2023.
Adapun kecepatan angin di Kabupaten Berau hanya berkisar 2,8 knot dengan
tekanan udara tertinggi pada bulan Agustus mencapai 1.014,20 . Penyinaran
matahari yang minim menyebabkan kelembaban meningkat, hal ini terlihat pada
rendahnya penyinaran matahari yang mencapai 14% pada bulan Februari dan
mencapai 42,8% pada bulan Juni 2023. Curah hujan yang tinggi juga

menyebabkan kelembaban yang tinggi di mana curah hujan tertinggi terjadi pada

bulan Mei, mencapai 341,40 mm3.

Tabel 2.3
Statistik Klimatologi Kabupaten Berau, 2023
Rata- Rata Rata-Rata Rata- Rata Rata-Rata Penyinaran Jumlah
Bulan Suhu Udara| Kelembaban Udara  Tekanan Kecepatan Angirl Matahari (Persen) Curah Hujan

(eC) (%) Udara (mb) (m/s) (mm)

Januari 26,5 88,8 1008,2 2,0 3,1 236,0
Februari 26,6 88,6 1008,9 1,9 34 136,6
Maret 26,9 87,9 1009,6 2,0 3,7 164,3
April 27,3 87,2 1008,3 2,2 53 174,8
Mei 27,5 87,5 1009, 1 2,2 51 341,4

Juni 27,5 86,3 1008,9 2,2 59 97,0
Juli 27,4 84,4 1009, 1 3,0 6,1 1171
Agustus 28,0 82,8 1009,6 2,8 6,2 278,0
September 27,9 83,1 1009,0 2,6 6,3 327,3
Oktober 28,1 83,6 1010,0 2,1 6,4 108,9
November 27,5 86,8 1008,9 2,0 56 123,2
Desember 27,4 87,4 1009,3 2,0 4,4 196,6

Sumber: Kabupaten Berau dalam angka 2024
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g. Penggunaan Lahan

Potensi penggunaan lahan di Kabupaten Berau cukup direncanakan dengan
matang dengan jumlah kawasan lindung seluas 380.259,80 Ha dan kawasan
budidaya seluas 1.975.590,05 Ha sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2011-2031. Berikut rencana pengembangan

penggunaan lahan secara keseluruhan dari Kabupaten Berau.

Tabel 2.4
Rencana Pola Tata Ruang Kabupaten Berau Tahun 2016-2036
Kawasan/Pola Ruang Luas (Km2)
(1) ()

A Kawasan Lindung

1 Hutan Lindung 3.602,54
2 Hutan Mangrove 3,18
3 Padang Lamun (Konservasi Laut) 585,93
4 Sempadan Pantai 39,84
5 Sempadan Sungai 381,68
6 Suaka Marga Satwa 0,59
Jumlah Kawasan Lindung 4.613,76
B Kawasan Budidaya

1 Hutan Produksi Konversi 483,62
2 Hutan Produksi Terbatas 6.525,79
3 Hutan Produksi Tetap 4.905,36
4 Industri 107,86
5 Kawasan Peruntukan Perikanan 834,67
6 Laut Teritorial (12 mill) 11.943,71
7 Pariwisata Darat 143,98
8 Pariwisata Laut 234,94
9 Perkebunan 4.337,59
10 Permukiman Perdesaan 501,46
11 Permukiman Perkotaan 161,62
12 Pertanian Lahan Basah 174,68
13 Pertanian Lahan Kering 463,78
14 Sungai 290,31
15 Taman Wisata Alam Laut 1.239,23
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Kawasan/Pola Ruang Luas (Km2)
Jumlah Kawasan Budidaya 32.348,61
Luas Kabupaten Berau 36.962,37

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Berau dalam penataan ruang terkait sistem pusat kegiatan,

terbagi menjadi tiga sistem, yakni Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terletak di

perkotaan Tanjung Redeb; Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi tujuh

perkotaan; dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi 15 perkotaan.

Tabel 2.5
Sistem Pusat Kegiatan Perkotaan Kabupaten Berau
Sistem . Nama Pusat
No. Pelayanan Fungsi Utama Kegiatan
) @ (3) (4)
Sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat
pemerintahan kota, pusat perdagangan dan jasa
regional, pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa
regional, pusat pelayanan jasa pariwisata, pusat pusat
transportasi darat dan laut regional, pendidikan
tinggi, pusat pelayanan kesehatan, pusat siaran dan
telekomunikasi, pusat olah raga skala provinsi, . .
1 PKW Lo . Perkotaan: Tanjung
pengendalian lingkungan kelautan, pusat transportasi Redeb
laut regional dan internasional, pusat perikanan
tangkap, pusat penelitian kelautan, pusat industri,
pusat pengembangan pola perhubungan laut dan
penyeberangan, pengembangan perikanan tangkap.
Sebagai pusat transportasi udara regional, pusat
pengembangan agropolitan, pelayanan pariwisata,
pengembangan penelitian perkebunan dan pertanian Meliputi Perkotaan:
tanaman pangan, pepd.idi.kan tinggi, pengemban‘gan Merancang, Tepian Buah,
> PKL agrglndustrl dan agribisnis, pengembar)gan .buqldaya Tanjung Batu, Talisayan,
perikanan darat, pengembangan energi/ kelistrikan, Mangkajang, Labanan, dan
pengelolaan/industri pengelolaan perkebunan, Sido Bangen.
pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas
pergudangan, industri
Perkotaan: Biduk-
3 PKL.p Biduk
Sebagai pelayanan kegiatan perikanan tangkap, Meliputi Sambakungan,
pelayanan kegiatan budidaya tambak, industri rakyat, Kasai, Teluk Harapan,
pelayanan jasa dan perdagangan, pengembangan Bebanir/Bangun, Tumbit
pertanian, pengembangan perkebunan, pelayanan Melayu, Tubaan, Biatan
pengelolaan perkebunan rakyat Lempake, Tembudan, Batu
4 | PPK Putih, Biduk- Biduk,
Merapun, Long Keluh,
Merasa, Bukit Makmur, dan
Long Laai.
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Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

Selain itu, terdapat juga sistem perdesaan yang disebut Pusat Pelayanan

Lingkungan (PPL) sebanyak 77 perdesaan yang tersebar merata di seluruh wilayah

Kabupaten Berau.

Tabel 2.6
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kabupaten Berau
No. Kecamatan Jumlah PPL Lokasi PPL
(1 (2 @) 4)
Merabu, Mapulu, Panaan, Muara Lesan, Lesan Dayak, Long Beliu, Long
1 Kelay 10 Duhung, Long Lamcin, dan Long Pelay, Long Sului.
) Sumber Mulya, Eka Sapta, Purna Sari Jaya, Suka Murya, Dumaring,
2 Talisayan 9 Capuak, Bumi Jaya, Tunggal Bumi, dan Campru Sari.
Buyung-Buyung, Semurut, Harapan Maju, Tabalar Ulu, dan Tabalar
3  [Tabalar 5 Muara.
Tanjung Perepat, Pantai Harapan, Giring-Giring, Teluk Sulaiman, dan
4 Biduk- Biduk 5 Teluk Sumbang.
5 Pulau Derawan 3 Teluk Semanting, Pulau Derawan, dan Pegat Batumbuk
6 Maratua 3 Bohe Silian, Payung-Payung, dan Teluk Alulu.
Rantau Panjang, Pegat Bukur, Inaran, Bena Baru, Tumbit Dayak, Long
7 Sambaliung 13 Lanuk, Gurimbang, Rantau Panjang, Tanjung Perangat, Sukan Tengah, UPT
Sukan Tengah lll, UPT Sukan Tengah IV, dan Suaran
Tasuk, Birang, Maluang, Samburakat, Pulau Besing, Batu-Batu, dan
8 Gunung Tabur 7 Melati Jaya.
Pandan Sari, Siduung Indah, Batu Rajang, Harapan Jaya, Punan
9 Segah 9 Malinau, Long Ayan, Long Ayap, Punan Mahakam, dan Punan Segah
10 [Teluk Bayur 1 Labanan Makarti
Kayu Indah, Sumber Agung, Ampen Medang, Lobang Kelatak, dan
11 |Batu Putih 5 Balikukup.
12 ) Biatan Bapinang, Biatan Baru, Manunggal Jaya, Biatan Ulu, Bukit
Biatan 7 Makmur Jaya, Karangan, dan Biatan llir.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036

Kabupaten Berau memiliki kawasan-kawasan strategis yang merupakan

kawasan prioritas karena memiliki pengaruh yang besar dan penting dalam

lingkup nasional maupun regional daerah, baik dalam bidang ekonomi, sosial,

budaya, maupun lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Berau dibagi

menjadi tiga kawasan, yakni:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN), meliputi pulau-pulau kecil terluar di

Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Pulau

Maratua, dan Pulau Sambit.
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2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP), berupa kawasan pesisir dan Laut Kepulauan
Derawan.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi:
a. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup, meliputi: kawasan Heart Of Borneo (HOB), pesisir dan
laut kepulauan Derawan, pesisir dan laut kepulauan Maratua, konservasi
laut Pulau Semama dan Sangalaki, hutan lindung Lesan, taman-
taman/obyek wisata alam, dan kawasan karst;
b. Kawasan strategis untuk kepentingan sosial ekonomi, meliputi: kawasan
KTM Labanan, konsesi pertambangan batu bara, pusat industri
perkebunan, dan kawasan industri Mangkajang;
c. Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam, meliputi:
Pulau Kakaban, Pesisir dan Kepulauan Blambangan dan Sambit, Pesisir
dan Kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha, serta Pesisir dan
Kepulauan Manimbora dan Balikukup;
d. Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di
Kabupaten Berau, yakni bandar udara HANKAM di Pulau Maratua.
Prioritas pembangunan Kabupaten Berau difokuskan pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi di bidang agrobisnis dan pariwisata. Pembangunan bidang
lainnya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan potensi dan
permasalahan khusus yang ada di Kabupaten Berau. Terkait pariwisata,
berdasarkan RTRW Kabupaten Berau Tahun 2012, pengembangan pariwisata
dilakukan melalui perwujudan kawasan pariwisata, yakni: (1) Pengembangan
penyediaan fasilitas pariwisata; (2) Pengembangan promosi pariwisata; (3)
Pengembangan pusat-pusat oleh-oleh khas daerah; (4) Pembinaan dan
penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar obyek pariwisata; serta (5)
Pengembangan kapasitas kelembagaan pariwisata.

Adapun wisata yang dikembangkan di Kabupaten Berau meliputi wisata
alam, wisata budaya, dan wisata buatan/binaan manusia. Berikut masing-masing
wisata yang dikembangkan beserta lokasinya:

1. Pengembangan Wisata Alam, mencakup:
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a. Pengembangan Wisata Bahari, terletak di Kecamatan Pulau Derawan;
Kecamatan Maratua; Kecamatan Biduk-Biduk; Kecamatan Batuputih, dan
Kecamatan Talisayan.

b. Pengembangan Wisata Sejarah, terletak di Kecamatan Gunung Tabur;
Kecamatan Sambaliung; Kecamatan Tanjung Redeb; dan Kecamatan
Teluk Bayur.

c. Pengembangan Wisata Alam/Ekowisata, terletak di Kecamatan Kelay dan
Kecamatan Segah.

2. Pengembangan Wisata Budaya, mencakup:

a. Wisata Budaya Banua, terletak di Kecamatan Gunung Tabur dan
Kecamatan Sambaliung.

b. Wisata Budaya Dayak, terletak di Kecamatan Kelay dan Kecamatan Segah.

c. Wisata Budaya Bajau, terletak di Kecamatan Derawan dan Kecamatan
Maratua.

3. Pengembangan Wisata Buatan/Binaan Manusia, mencakup:
a. Wisata Buatan/Binaan Tangab dan Danau Tumbit di Kecamatan Teluk
Bayur.
b. Wisata Buatan/Binaan Bendungan Merancang, Sungai Ulak di Kecamatan
Gunung Tabur.
c. Wisata Buatan/Binaan Air panas Biatan di Kecamatan Biatan
d. Wisata Buatan/Binaan Makam Raja Alam di Kecamatan Batu Putih; dan
e. Wisata Buatan/ Binaan Arung jeram di Kecamatan Kelay dan Segah.
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana, baik alam maupun lainnya, merupakan suatu kejadian yang
meningkatkan rasa cemas dan khawatir yang diiringi oleh kerugian materiil
maupun moral/psikologis. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan
daerah harus mampu memberikan gambaran terkait statistik bencana yang akan
menjadi bahan dalam merumuskan program penanggulangan bencana pada

periode pembangunan saat ini.

Tabel 2.7
Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Berau Tahun 2022
Tanggal . o Meninggal
Alamat Kejadian Jenis Kejadian (iwa) Keterangan
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Alamat Il'ap ggal Jenis Kejadian Men_mggal Keterangan
ejadian (Jiwa)
JI. Milono Gg. Husada .
RT.12, Kelurahan | 03/01/202 | Kebakaran 1 jam pemadamanm
Rumah 35 personil Damkar,
Gayam, Kecamatan 2 .
. Kontrakan 6 unit Damkar
Tanjung Redeb
2 hari penanganan, 9
personil TRC, 1 unit
Kampung Long Ayan, | 08/01/202 " Rescue Boat, 1 unit
Kecamatan Segah 2 Dampak Banjir mobil rescue, 1 unit
dalmas, 1 unit mobil
peralatan
JI. Poros Paribau RT
12, Kelurahan Kebakaran 1 jam penanganan,
Gunung Tabur, 09/0;/202 Barak 15 personil damkar,
Kecamatan Gunung Karyawan 3 unit damkar
Tabur
2 hari penanganan, 9
personil TRC, 1 unit
Kampung Merasa, 09/01/202 Dampak Banjir Resque Boat, 1 unlit
2 mobil rescue, 1 unit
dalmas, 1 unit mobil

Kecamatan Kelay
peralatan

2 hari penanganan, 9
personil TRC, 1 unit
Rescue Boat, 1 unit

Kampung Muara = | g 4 /505 y
Lesan, Kecamatan Dampak Banijir : .
kela 2 mobil rescue, 1 unit
Y dalmas, 1 unit mobil
peralatan
2 hari penanganan, 9
personil TRC, 1 unit

Rescue Boat, 1 unit

Kampung Lesan
Dayak, Kecamatan 09/01/202 Dampak Banjir . .
kelay 2 mobil rescue, 1 unljc
dalmas, 1 unit mobil
peralatan
2 hari penanganan, 9
personil TRC, 1 unit

Rescue Boat, 1 unit

Kampung Long Beliu, | 09/01/202 "
Kecamatan Kelay 2 Dampak Banjir mobil rescue, 1 unit
dalmas, 1 unit mobil
peralatan
2 hari penanganan, 9
personil TRC, 1 unit

Rescue Boat, 1 unit

Kampung Long
Keluh, Kecamatan 09/01/202 Dampak Banijir : .
Kela 2 mobil rescue, 1 unit
y dalmas, 1 unit mobil
peralatan
JI. Pulau Sambit 2 jam pemadaman
R.I-.I; :t ,nKe;{uerjzan 15/01/202 Kebakaran 25 personil damkar,
Jung Redep, 2 Rumah 8 personil TRC, 10
Kecamatan Tanjung .
unit damkar
Redep
Kamound Harapan 1 jam pemadaman, 3
pung P 17/01/202 Kebakaran personil damkar, 1
Jaya RT 5, Kecamatan .
Seaah 2 Rumah unit damkar posko
9 Kec. Segah
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Tanggal

Meninggal

Alamat Kejadian Jenis Kejadian (iwa) Keterangan
JI. Poros Limunjan
Gg. Bakti, Kelurahan 1 hari penanganan, 3
Sambaliung, 18/0;/202 Tanah Longsor personil TRC, 1 unit
Kecamatan mobil rescue
Sambaliung
Perairan Kampung 4 hari pencarian, 15
Maluang, Kelurahan | 20/01/202 Orang 1 personil TRC, 9
Gunung Tabur, Kec. 2 Tenggelam personil damkar, 2
Gunung Tabur unit rescue boat
JI. Gunung Panjang, .
RT.03, kelurahan | 21/01/202 1 hari penanganan, 3
. Tanah Longsor personil TRC, 1 unit
Gunung Panjang, Kec. 2 .
7 mobil rescue
Tanjung Redep
JI. Tipalayo, .
Kelurahan Gunung | 21/01/202 1 hari penanganan, 4
Tanah Longsor personil TRCI, 2 unit
Tabur, Kecamatan 2 .
mobil rescue
Gunung Tabur
JI. Poros Berau - 2 hari penanganan,
Balungan RT.11, 15 personil, 1 unit
Kelurahan Gunung 21/0;/202 Tanah Longsor mobil rescue, 1 unit
Tabur, Kecamatan truk dalmas, 1 unit
Gunung Tabur rescue boat
JI. Gunung Panjang
Gg. Kibaid RT.10,
Kelurahan Gunung 22/0;/202 Tanah Longsor tidak ditangani
Panjang, Kec. Tg.
Redep
JI. Prapatan 2 Gg.
Bentor, Kelurahan 22/01/202 . . .
Gunung Panjang, Kec. > Tanah Longsor tidak ditangani
Tanjung Redep
JI. Pulau Semama, 1 hari penanganan, 5
Kelurahan Tg. Redep, 23/01/202 Dampak Banijir personil TRCI, 1 unit
2 .
Kec. Tg. Redep mobil rescue
JI. Albina, Kelurahan
Gunung Panja_ng, 24/01/202 Tanah Longsor tidak ditangai
Kecamatan Tanjung 2
Redep
JI. SM. Bayanuddin .
RT.01, Kelurahan 1 jam pemadaman,
éan;bal' n 27/01/202 Kebakaran 25 personil damkar,
'ung, 2 Rumah 6 personil TRC, 6 unit
Kecamatan
. damkar
Sambaliung
Kampung Bumi Jaya, | 07/02/202 5 personil BPBD
. Cuaca Ekstrem melakukan
Kecamatan Talisayan 2 oo
monitoring
JI. Kedaung RT 09,
kelurahan 26/02/202 | Kebakaran 2 jam penanganan,
Bendungan, > Mouldin 30 personil, 5 unit
kecamatan Tanjung 9 damkar
Redeb
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Alamat Il'ap ggal Jenis Kejadian Men_mggal Keterangan
ejadian (Jiwa)
Perairan Kampung
Maluang, Kecamatan 04/04/202 Kebakaran Tidak ditangai
2 Speadboat
Gunung Tabur
Kampung Tepian 2 hari penanganan, 5
Buah, Kecamatan 05/ 03/202 Dampak Banijir personil TRC, 1 unit
Segah mobil rescue
Kampung Gunung 2 hari penanganan, 5
Sari, Kecamatan 05/ 03/202 Dampak Banijir personil TRC, 1 unit
Segah mobil rescue
Kampung Punan 2 hari penanganan, 5
Malinau, Kecamatan 05/0‘2]'/202 Dampak Banijir personil, 1 unit monil
Segah rescue
Kampung Long 2 hari penanganan, 5
Lanuk, Kecamatan 05/02/202 Dampak Banijir personil, 2 unit mobil
Segah rescue
Kampung Long Boi, | 05/04/202 " . . .
Kecamatan Kelay > Dampak Banijir Tidak ditangani
JI. Labuan Cermin 14/04/202 Pohon 1 unit mobil .
RT.01, Kecamatan > Tumban peralatan, 1 personil,
Biduk - Biduk 9 1 hari penaganan
JI. Marsma Iswayudi 23/04/202 Kebakaran 10 unit .clamkgr, 3
RT.03, Kecamatan personilm 2 jam
2 Toko Ban
Teluk Bayur pemadaman
JI. Air Panas, RT 03, 8 unit damkar, 35
Kampung Biatan 23/04/202 Kebakaran personil, 10 personil
Bapinang, Kecamatan 2 Rumah TRC BPBD, 2 hari
Biatan penanganan
JI. Kuran RT 01, 01/05/202 Kebakaran 2.un|t damkar pqsko
Kecamatan Gunung biatan, 3 personil, 1
2 Rumah .
Tabur jam pemadaman
h. S}?;ar‘:guigos, Kebakaran
Mangkajang, 10/05/202 .G.edung Tidak ditangani
2 Training Centre
Kecamatan .
. PT. Kiani K
Sambaliung
. 7 unit damkar, 30
JI. Ramania RT.07, 13/05/202 Kebakaran personil damkar, 7
Kelurahan Gayam, Bangsal .
2 personil TRC BPBD, 1
Kecamatan Tg. Redeb Kosong .
jam pemadaman
Kampung Merasa, 14/05/202 . . . .
Kecamatan Kelay > Dampak Banjir Tidak ditangani
Kampung Long
Lanuk, Kecamatan 14/ 02/202 Dampak Banijir Tidak ditangani
Sambaliung
Kampung Tumbit
Melayu, Kecamatan 14/02/202 Dampak Banijir Tidak ditangani
Teluk Bayur
Kampung Tumbit
Dayak, Kecamatan 14/ 02/202 Dampak Banijir Tidak ditangani

Sambaliung
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Tanggal

Meninggal

Alamat Kejadian Jenis Kejadian (iwa) Keterangan
Kampung Labanan ;
Makarti RT.09, 15/05/202 | ) 5 personil BPBD,
ampak Banjir unit mobil perltan, 1
Kecamatan Teluk 2 .
hari penanganan
Bayur
JI. HA.RM Ayub
RT.13 (Komplek
Perumahan citra raya 15/02/202 Tanah Longsor Tidak ditangani
permai), Kec. Gunung
Tabur
JI. Poros Kampung .
Bangun RT.15, 15/05/202 Kebakaran 20 persoml damlfar,
6 unit damkar, 1 jam
Kecamatan 2 Rumah
. pemadaman
Sambaliung
Kampung Tumbit
Dayak, Kecamatan 16/05/202 Kebakaran Tidak ditangani
. 2 Rumah
Sambaliung
. 15 personil TRC
Perairan Batumbuk, | 7,05/202 Orang ) BPBD, 1 unit
Kecamatan Pulau 1 jiwa .
D 2 Tenggelam Rescueboat, 2 hari
erawan ;
pencarian
Sungai Kelay
(kampung Seramut), 21/06/202 Orang ) 15‘person|I TRC, 1
Kelurahan > Tenaaelam 1 jiwa unit rescueboat, 3
Sambaliung, Kec. 99 hari pencarian
Sambaliung
g’.l%j;al:(:la?];l% 20 personil damkar,
S/, hel 23/06/202 Kebakaran 10 personil TRC, 6
Tanjung Redeb, . .
. 2 Rumah Kos unit damkar, 1 jam
Kecamatan Tanjung emadaman
Redeb P
JI. Durian Il RT.14 20 personil damkar,
Gg. 99, Kelurahan 27/06/202 Kebakaran 10 personil TRC, 6
Tanjung Redeb, Kec. 2 Rumah unit damkar, 1 jam
Tanjung Redeb pemadaman
Per?.lran Laut Muara 07/07/202 Orang ) 3 Rersoml BPBD, 1
Biatan Lempake, 1 jiwa unit rescueboat, 2
. 2 Tenggelam . .
Kecamatan Biatan hari pencarian
Kamstﬁgalg:s:\)éaru 10 personil TRC, 6
pung " | 14/07/202 Orang " personil damkar, 1
Kelurahan 1 jiwa .
. 2 Tenggelam unit rescueboat, 2
Sambaliung, Kec. . .
. hari pencarian
Sambaliung
JI. Nlaga Il, Kelurahan 23/07/202 Kebakaran 6 personil, 2 unl't
Bugis, Kecamatan . damkar, 35 menit
. 2 Rumah Ringan
Tanjung Redeb penanganan
JI. S.T.A minuddin 5 personil TRC, 5
RT.O4, Ke!urahan 27/07/202 Orang ) per'sonll damkar, 1
Sambaliung, > Tenaaelam 1 jiwa unit rescueboat, 2
Kecamatan 99 unit mobil peralatan,
Sambaliung 2 hari pencarian
JI. Rawa RT.O1 .
' Kebakaran 25 personil damkar,
SZ;'E;T::;” 05/02/202 Pondok Panti 6 personil TRC, 6 unit
9 Hidayatullah damkar BPBD
Kecamatan
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Tanggal

Meninggal

Alamat Kejadian Jenis Kejadian (iwa) Keterangan
Sambaliung
Kampung Bena Baru
(Sungai kelay), 11/08/202 Orang ) 6 per§on|I TRC, 1 UIrlIt
kelurahan > Tenagelam 1 jiwa mobil rescue, 1 unit
Sambaliung, Kec. 99 speedboat
Sambaliung
Kampung Long Pelay | 53/68/202 | Kebakaran
RT.01, Kecamatan Tidak ditangani
2 Rumah
Kelay
JI. Kallak RT.O1, 3 personil damkar
Kampung Biduk — 27/08/202 Kebakaran P .
. . BPBD posko Biduk —
Biduk, Kecamatan 2 Pabrik Es Biduk. 2 unit damk
Biduk — Biduk 1auli6, = Uunit damiar
Kebakaran 3 personil damkar
Kampung Bumi Jaya, | 08/09/202 Barak BPBD Posko
Kecamatan Talisayan 2 Karyawan Talisayan, 1 unit
Kosong damkar
Kampung Purna Sari 3 personil damkar
pung 16/09/202 |  Kebakaran BPBD Posko
Jaya, Kecamatan . .
. 2 Rumah Talisayan, 1 unit
Talisayan
damkar
JI. APT. Pranoto, Gg. .
Soposurung RT.09, 19/09/202 Kebakaran 30 personl! damkar,
5 TRC, 8 unit damkar,
Kelurahan Gayam, 2 Rumah > 'am penandanan
Kec. Tanjung Redeb jamp 9
3 personil damkar
Jl. Pelabuhan RT.01, | 55,09/202 | Kebakaran BPBD Poko Batu
Kecamatan Batu . .
Putih 2 Rumah Putih, 2 unit damkar
Posko Batu Putih
JI. Marsma Iswayudi
Gg. Mulia RT.08, 09/10/202 Orang " . . .
Kelurahan Rinding, 2 Tenggelam 1jiwa Tidak ditangani
Kec. Teluk Bayur
JI. Logpond RT.02, 12/10/202 Kebakaran 3 pgrsonll damk.ar, 1
Kampung Tubaan, . unit damkar, 1 jam
2 Rumah Hunian
Kecamatan Tabalar penanganan
- 3 personil damkar, 3
Jl. Murjani 2 RT.02, Kebakaran personil TRC BPBD, 1
Kelurahan Karang 12/10/202 . .
Ringan Rumah unit damkar,
Ambun, Kecamatan 2 .
. Makan setengah jam
Tanjung Redeb
penanganan
JI. Dadali RT.06,
Kampung Labanan 11/10/202 Kebakaran 2 pfarsonll damk?r, 1
Jaya, Kelurahan teluk . unit damkar, 1 jam
2 Rumah Hunian
Bayur, Kec. Teluk penanganan
Bayur
RJ.II. g;ﬁ?:lﬁ?:r:; In 20 personil damkar,
éarr;baliun 13/10/202 Kebakaran 10 personil TRC
9 3 Rumah Hunian BPBD, 6 unit damkar,
Kecamatan 1 jam penanganan
Sambaliung jamp 9

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

ABUPATEN BERAU TAHUN 2025

Alamat Il'ap ggal Jenis Kejadian Men_mggal Keterangan
ejadian (Jiwa)
PT. MIP, Kampung 16/10/202 | Kebakaran Mes . . .
Long Ayan, > Karvawan Tidak ditangani
Kecamatan Segah i
Kampung Bumi Jaya 21/10/202 Kebakaran 2 pfersonll damkjar, 1
RT.006, Kecamatan . unit damkar, 1 jam
. 2 Rumah Hunian
Talisayan penanganan
Jéel'-'a.?:::r: :(%?F;I;k 10 personil damkar,
) . 01/11/202 Kebakaran 6 personil TRC BPBD,
Kelurahan Karang . ; .
2 Rumah Ringan 3 unit damkar, 1 jam
Ambun, Kec. Tg. enanganan
Redeb P 9
;‘:223' &:{:fa“hr;i 6 personil TRC BPBD,
e 05/11/202 Orang " 3 personil damkar, 1
unung Tabur, 1 jiwa . )
2 Tenggelam unit mobil rescue
Kecamatan Gunung - .
BPBD, 3 jam evakuasi
Tabur
Kampung Bumi Jaya 3 personil BPBD, 1
RT.009, Kecamatan 28/10/202 Orang 1 jiwa unit mobil peralatan,
. 2 Tenggelam . .
Talisayan 2 hari pencarian
JI. Raja Alam Gg.
Jambu RT.06, 03/12/202 Kebakaran 30 Personll BPB.D, 1
Kelurahan Bedungan, unit damkar, 1 jam
. 2 Rumah
Kecamatan Tanjung penanganan
Redeb
JI. Pendidikan RT.04
Kampung Bangun, 22/12/202 Kebakaran 10 Personll damlfar,
Kelurahan, 3 unit damkar, 1 jam
. 2 Rumah
Kecamatan Tanjung peanganan
Redeb
JI. Murjani 2 Komplek
Rawa Indah, Kebakaran 10 personil damkar,
Kelurahan Karang 23/1 2/202 Ringan Rumah 3 unit damkar, 1 jam
Ambun, Kecamatan Kosong peanganan
Sambaliung
Zpeen
Sumbang RT.02, 23/12/202 ; | peraiatan,
. Banjir Bandang dalam kejadian ini 1
Kecamatan Biduk - 2 .
: unit jembatan rusak
Biduk .
sepanjang 20 meter
Kampung Pegat .
Bertumbuk, 29/12/202 Orang " 6 personil BPBD,
Diterkam 1 jiwa unit speedboat, 3
Kecamatan Pulau 2 . .
Buaya hari pencarian
Derawan
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Sumber: DIBI BNPB, 2021

2.1.4 Demografi

Perkembangan penduduk, mulai dari proses kelahiran, kematian, dan pindah

(migrasi), merupakan salah satu dari karakteristik demografi. Pada tahun 2023,

jumlah penduduk

Kabupaten

Berau mencapai

280.998 jiwa atau terjadi
pertumbuhan sebesar 8,69% dari tahun 2022 dimana jumlah penduduk hanya
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mencapai 258.537 jiwa. Kecamatan Tanjung Redeb pada tahun 2023 merupakan
kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi hingga mencapai 74.976 jiwa, hal ini
dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Tanjung Redeb merupakan ibukota dari
Kabupaten Berau dengan pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian yang
tentunya berada di kecamatan ini.

Gambar 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Berau Tahun 2019-2023

280998

252648 258537
232289 238214

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka, 2024

Tabel 2.8
Data Kependudukan Kabupaten Berau Tahun 2023

No. Kecamatan Penduduk Persentase Kepadatan Rasio Jenis
Penduduk Penduduk Kelamin
1 Kelay 7.255 2.58 1.11 118.26
2 Talisayan 17.020 6.06 15.46 109.94
3 Tabalar 7.917 2.82 5.94 112.54
4 Biduk-Biduk 7.733 2.75 8.36 104.14
5 Pulau Derawan 14.399 5.12 15.69 112.97
6 Maratua 3.881 1.38 125.68 103.51
7 Sambaliung 44,532 15.85 21.45 115.07
8 Tanjung Redeb 74.976 26.68 3295.65 109.76
9 Gunung Tabur 31.394 11.17 16.24 119.26
10 Segah 17.942 6.39 3.44 123.30
11 Teluk Bayur 34.960 12.44 112.94 113.99
12 Batu Putih 9.519 3.39 10.64 111.35
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Persentase Kepadatan Rasio Jenis
No. Kecamatan Penduduk
Penduduk Penduduk Kelamin
13 Biatan 9.470 3.37 9.93 111.81
TOTAL 280.998 100.00 0.01 113.32

Sumber: Kab. Berau dalam angka 2024

Dilihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio), pada tahun 2023 rasio jenis
kelamin di Kabupaten Berau konstan di angka 113,32 yang artinya penduduk
laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, yaitu terdapat 113 orang laki-laki

diantara 100 orang perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Berau tahun
2023 mencapai 0,01 jiwa/km2 dengan tingkat kepadatan penduduk antar

kecamatan memiliki ketimpangan yang sangat tinggi dikarenakan distribusi
penduduk yang tidak merata di mana pada daerah pedalaman/terpencil dengan
luas wilayah yang jauh lebih besar dibanding wilayah yang lebih maju memiliki
penduduk sedikit jika dibandingkan wilayah yang lebih maju.

Ibukota Kabupaten Berau (Kecamatan Tanjung Redeb) pada tahun 2023
memiliki kepadatan penduduk paling tinggi, mencapai 3.295 jiwa/km2 yang
berarti dalam wilayah seluas 1 km2 dihuni kurang lebih 3.295 jiwa. Adapun
Kecamatan Kelay merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah,

hanya sebesar 1.11 jiwa/kmz.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) menunjukkan tingkat pertambahan
penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai
persentase dari penduduk tahun dasar. Kegunaan LPP biasanya untuk mengetahui
perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Metode yang digunakan
BPS untuk menghitung LPP adalah metode geometrik. Artinya ketika LPP>O
terjadi penambahan penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. Ketika LPP=0
berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya.
Dan ketika LPP<O berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk dibanding tahun
sebelumnya. Dapat terlihat bahwa nilai LPP Kabupaten Berau selama tahun 2021
sampai dengan 2025 selalu bertanda positif, yang menunjukkan terjadinya

penambahan penduduk selama periode tersebut.
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Gambar 2.6.
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Berau (Persen),
2019-2023

y / /\\
3 ‘(/,r 2597
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2023

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Berau mengalami peningkatan
walaupun belum signifikan di setiap tahunnya, dimana pertumbuhan penduduk
tahun 2020 sebesar 2,50 persen dan naik hingga mencapai 3,80 persen pada
tahun 2022. Namun, di tahun berikutnya yaitu 2023 mengalami penurunan lagi di
angka 2,97 persen. Angka ini masih belum signifikan dibanding rata-rata LPP 5
tahun terakhir. Melalui indikator ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan dan
program pemerintah tentang masalah kependudukan, khususnya pengendalian
penduduk, di Kabupaten Berau telah memperlihatkan hasil cukup baik.

Selanjutnya, struktur penduduk suatu daerah dapat dilihat berdasarkan
jenis kelamin melalui sex ratio. Rasio jenis kelamin (sex ratio) merupakan
perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk
perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Jika nilai sex ratio > 100,
artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah
penduduk perempuan, begitupun sebaliknya. Sedangkan jika nilai sex ratio = 100,
berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.

Angka sex ratio Kabupaten Berau tahun 2023 sebesar 115,17. artinya
setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 115 penduduk laki-laki. Hal ini
berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk

perempuan.
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Kondisi yang sama juga terjadi selama tahun 2019 sampai dengan 2023

dimana penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk

perempuan.
Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Berau, 2019-2023
Jenis Kelamin 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Laki-Laki 124.807 | 127.892| 135440 | 138.386| 137.757
Perempuan 107.480 | 110.322| 117.208 | 120.151 120.536
Sex Ratio 116,12 115,93 115,55 115,17 113.32

Sumber: Berau Dalam Angka, 2024

Distribusi penduduk tidak merata menimbulkan masalah kepada kepadatan
(densitas) penduduk. Terlalu padatnya penduduk dalam suatu wilayah akan
mempengaruhi daya dukung infrastruktur, lingkungan dan sosial di wilayah
tertentu. Daya dukung infrastruktur, lingkungan, sosial dan kemudahan yang bisa
mempermudah kehidupan juga menjadi alasan penduduk bermigrasi ke perkotaan,
sehingga daerah yang menjadi pusat perekonomian selalu memiliki kepadatan
penduduk tinggi. Indikator persebaran penduduk secara umum digunakan adalah
kepadatan penduduk umum (aritmatik). Ukuran ini dihitung dari perbandingan
antara jumlah penduduk total dengan luas wilayah (km2). Perhitungan kepadatan
penduduk digunakan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah,
kemudian dapat dijadikan sebagai acuan pembuatan kebijakan dalam rangka

mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk (program transmigrasi).
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis
terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan
pemerataan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, serta seni budaya dan
olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang umum dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi

suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

daerah yang bersangkutan.
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a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan
tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB adalah jumlah
nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau
proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau wilayah dalam suatu periode
tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut
atau tidak.

PDRB Kabupaten Berau selama 2021-2023 apabila dihitung menggunakan
harga berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan
terbesar terjadi pada tahun 2022 dimana pada tahun sebelumnya terjadi Pandemi
COVID-19. Nilai PDRB adh berlaku di Kabupaten Berau tahun 2023 mencapai
51,28 trilyun rupiah dimana capaian ini sedikit menurun dibandingkan tahun
2022 yang mencapai 60,16 trilyun rupiah.

Gambar 2.7.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Kabupaten Berau, 2019-2023 (Juta Rupiah)
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Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka, 2024

Di sisi yang lain, bila dihitung dengan pendekatan ADHK, peningkatan
PDRB tidak sebesar saat dihitung menggunakan ADHB. PDRB ADHK merupakan
PDRB riil yang mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan
jasa tanpa dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga. Adapun peruntukan PDRB
ADHK ini untuk menghitungan pertumbuhan ekonomi. Adapun nilai PDRB ADHK
pada tahun 2022 mengalami kenaikan hingga sebesar 29,94 trilyun rupiah

dimana angka ini meningkat secara terus menerus hingga tahun 2023 mencapai
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31,57 trilyun rupiah. Sedangkan jika dilihat dari nilai PDRB per kategori dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha adh Berlaku dan adh Konstan
Kabupaten Berau (Miliar Rp) Tahun 2023

Lapangan Usaha PDRB Menurut Lapangan Usaha
Harga Berlaku Harga Konstan

(A) f’ertanlan, Kehutanan, dan 5775.96 2.790.05
Perikanan
(B) Pertambangan dan 29.882.56 19.770.93
Penggalian
(C) Industri Pengolahan 2.222.29 1.183.67
(D) Pengadaan Listrik dan Gas 18.10 13.95
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 19.51 14.35
(F) Konstruksi 2.290.70 1.230.98
(G) Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan 3.325.01 2.030.05
Sepeda Motor
(H) Transportasi dan 3.030.59 1.617.65
Pergudangan
)] Penyec_llaan Akomodasi dan 52506 304.85
Makan Minum
(J) Informasi dan Komunikasi 461.17 398.51
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi 274.07 164.24
(L) Real Estat 379.16 264.01
(M,N) Jasa Perusahaan 47.76 28.90
(O) Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 529.44 319.22
Wajib
(P) Jasa Pendidikan 1.414.39 812.22
(Q) 'Jasa Kesehatan dan Kegiatan 707.47 421.02
Sosial
(R,S,T,U) Jasa lainnya 376.78 205.45
Total PDRB 51.280.02 31.570.05

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka, 2024
Dari sisi distribusinya, perekonomian Berau sangat tergantung pada sektor
primer, Hal ini terlihat dari tingginya proporsi sektor pertanian serta sektor
pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor pertanian selama 2021-2025
terlihat cenderung naik namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023.
Sementara sektor pertambangan dan penggalian cenderung fluktuatif. Adapun
kategori yang memiliki dominasi berikutnya adalah perdagangan besar dan

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dimana pada tahun 2023 mencapai
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6,48 persen dan disusul kategori transportasi dan pergudangan sebesar 5,91
persen.

Tabel 2.11
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Berau (Persen) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023
(A) Pertanian, Kehutanan, 1068 | 11,71 | 11,73 | 933 | 11,26
dan Perikanan
(B) Pertambangan dan 6081 | 5628 | 5968 | 66,98 | 5827
Penggalian
(C) Industri Pengolahan 4,07 4,78 432 3,49 433
(D) Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
(F) Konstruksi 4,06 4,16 3,74 3,36 447
(G) Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor >,64 6,53 5,72 499 6,48
(H) Transportasi dan Pergudangan 5,78 6,14 5,41 4,47 591
)] Penyec_llaan Akomodasi dan 117 1,25 1,04 0,81 1,02
Makan Minum
(J) Informasi dan Komunikasi 0,91 1,08 0,95 0,72 0,90
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi 0,53 0,60 0,5 0,41 0,53
(L) Real Estat 0,89 0,99 0,83 0,62 0,74
(M,N) Jasa Perusahaan 0,10 0,11 0,09 0,07 0,09
(O) Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 1,16 1,22 1,03 0,80 1,03
Wajib
(P) Jasa Pendidikan 2,50 3,03 2,77 2,22 2,76
Q) .Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,91 1,24 137 1,10 138
Sosial
(R,S,T,U) Jasa lainnya 0,70 0,79 0,71 0,57 0,73
Total PDRB 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber: Kabupaten Berau dalam angka 2024
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Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Konstan Kabupaten Berau (Persen) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,03 -3,51 1,99 2,92 2,18
(B) Pertambangan dan Penggalian 6,64 | -4,48 7,04 3,31 574
(C) Industri Pengolahan 4,42 | -0,32| -3,09| 3,59 | 4,07
(D) Pengadaan Listrik dan Gas 7,8 6,33 0,69 3,34 | 8,38

(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
573 6,02 | 4,13 | 5,75 | 5,51
Limbah dan Daur Ulang

(F) Konstruksi 9,51 -9,17| 0,75 7,34 | 9,10

(G) Perdagangan Besar dan Eceran;
4,02 1,58 | 240 | 603 | 534
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

(H) Transportasi dan Pergudangan 2,46 -3,58 5,16 6,10 | 6,35

() Penyediaan Akomodasi dan Makan
543 | -363| 148 | 7,72 | 5,63

Minum

() Informasi dan Komunikasi 6,22 7,24 6,44 6,31 5,39
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi 3,58 0,63 0,27 853 | 10,23
(L) Real Estat 1,96 1,37 1,94 2,85 1,29
(M,N) Jasa Perusahaan 2,87 -5,65| 6,01 517 6,14

(O) Administrasi Pemerintahan,
3,6 -535| 0,74 | 6,26 | 9,41
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

(P) Jasa Pendidikan 3,53 4,88 454 | 477 | 4,07

(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan
6,17 | 19,41| 21,14| 473 | 4,81

Sosial
(R,S,T,U) Jasa lainnya 5,26 -2,04 1,94 6,84 5,95
Total PDRB 563 | -3,32| 5,36 3,95 | 5,44

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Berau menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2021, perekonomian
Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan sebesar 5,36 persen. Sementara pada

tahun 2023 pertumbuhan ekonominya meningkat menyentuh angka 5,44 persen.
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Secara terpisah, pada tahun 2022 keempat komponen pengeluaran juga
menunjukkan kondisi yang lebih kurang selaras dengan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Berau secara umum. Pada komponen pengeluaran konsumsi
pemerintah terjadi percepatan laju pertumbuhan mencapai 10,01 persen. Apabila
ditinjau lebih jauh, kondisi ini selaras dengan berbagai upaya pemerintah dalam
rangka memulihkan perekonomian daerah pasca adanya resesi global yang

melanda di seluruh dunia khususnya di Indonesia.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan masyarakat menguraikan gambaran umum bidang
pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Fokus ini akan melihat sejauh mana
tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau selama ini.
a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di
semua lapisan masyarakat maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala
bidang). Pembangunan daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh
peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan
serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk
melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilihat dari nilai Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indeks komposit yang dapat
diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan
terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup
angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama
sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar

hidup layak/ekonomi).
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Gambar 2.8.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau, Tahun 2019-2023
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Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Tabel 2.13
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten Berau Tahun 2019-2023

Pengeluaran Perkapita
. . Harapan Lama | Umur Harapan | Rata-rata Lama
Tahun (Ribuan/kapita/ .
Sekolah (tahun) Hidup (tahun) | Sekolah (tahun)
tahun)
2019 12.726 13,31 71,94 9,25
2020 12.018 13,32 72,06 9,52
2021 12.435 13,33 72,32 9,53
2022 13.095 13,35 72,32 9,54
2023 13.620 13,36 72,41 9,56

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

IPM Kabupaten Berau mengalami kenaikan yang cukup fluktuatif dari tahun
ke tahun. Dari tahun 2019 sebesar 74,88% namun menurun di tahun 2020
menjadi sebesar 74,71%. Dan untuk tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan
yang cukup signifikan, hingga di tahun 2023 mencapai angka 76,21%. Angka ini
secara nasional tergolong cukup tinggi dan lebih tinggi dibandingkan angka IPM
Provinsi Kalimantan Timur yang pada tahun 2022 sebesar 74,44. Dalam kurun
waktu lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Berau menduduki peringkat keempat di

antara kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
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Tabel 2.14
Perbandingan IPM di Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023
Kabupaten/Kota Tahun
2019 2020 2021 2022 2023

Paser 72,29 72,04 72,93 73,44 74,56
Kutai Barat 71,63 71,19 72,07 72,97 73,97
Kutai Kartanegara 73,78 73,59 74,06 74,67 75,95
Kutai Timur 73,49 73,00 73,81 74,35 75,33
Berau 74,88 74,71 75,20 75,74 76,21
Penajam Paser Utara 71,64 71,41 72,01 72,55 74,33
Mahakam Ulu 67,58 67,09 67,95 68,75 70,02
Balikpapan 80,11 80,01 80,71 81,13 82,61
Samarinda 80,20 80,11 80,76 81,43 82,03
Bontang 80,09 80,02 80,59 80,94 81,63
Kalimantan Timur 76,61 76,24 76,88 77,44 78,20
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

b. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan.
Upaya peningkatan pendidikan secara umum dapat dilakukan dengan peningkatan
kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan. Terdapat beberapa indikator
yang dapat digunakan untuk melihat kondisi pendidikan suatu daerah antara lain
rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dilihat pada tabel di bawah

rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah meningkat tiap tahunnya.
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Gambar 2.9.
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
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Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Dalam lima tahun terakhir, RLS Kabupaten Berau memiliki trend cenderung
meningkat tiap tahunnya. Trend ini menunjukkan kualitas pendidikan penduduk
tiap tahunnya membaik atau mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi
dari tahun 2019 dan 2020, yaitu sekitar 0,27 poin sehingga menjadi 9,52 di
tahun 2020 dan mencapai angka tertinggi menjadi 9,56 pada tahun 2023.
Artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Berau berusia 25 tahun ke atas
mengenyam bangku pendidikan sekolah selama 9,56 tahun atau setara dengan
SMP kelas 3.

Selama kurun waktu 2022 sampai dengan 2023 sesuai ketersediaan data,
secara total terjadi penambahan jumlah sekolah SD sebanyak dua unit
(disebabkan adanya penambahan tetapi ada juga pengurangan). Dengan murid
yang jumlahnya terus bertambah, agar pembelajaran dapat tetap berjalan dengan
efektif maka harus disertai dengan peningkatan jumlah guru. Adapun jumlah guru
SD yang terdapat di Kabupaten Berau pada tahun 2021 sebanyak 2.402
berkurang menjadi 2.189 guru pada tahun 2022. Namun jika dibandingkan
dengan tahun 2020, jumlah guru pada tahun 2021 ini meningkat sebanyak 4,64
persen.

Untuk jenjang pendidikan SMP, jumlah sekolah berkurang sebanyak 6 unit

pada tahun 2022 menjadi 60 sekolah. Dari sisi jumlah guru, dengan pengurangan
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jumlah sekolah juga disertai dengan pengurangan jumlah guru menjadi 1.096
guru dan menurun menjadi 961 guru pada 2022.

Jika jumlah sekolah SD dan SMP masih mengalami penambahan (meskipun
sedikit), untuk sekolah SMA masih belum ada penambahan dan bahkan menurun.
Namun, penurunan tersebut bukan disebabkan karena bangunan sekolahnya
sudah tidak ada lagi, tetapi karena minat para siswa untuk bersekolah di sekolah
tersebut sangatlah rendah (sekolah swasta) menyebabkan sekolah tersebut
terpaksa tutup. Meskipun demikian, jumlah murid yang ditampung oleh sekolah
mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 24,60 persen yakni dari 10.792
murid pada tahun 2019 menjadi 11.033 murid pada tahun 2022 dengan rata-
rata kenaikan setiap tahun sebesar 5,65 persen. Sedangkan jumlah guru SMA
meningkat dari 785 guru pada tahun 2019 menjadi 838 guru pada tahun 2021
(meningkat 11,63 persen, lebih kecil dibandingkan peningkatan jumlah murid).
Namun mengalami penurunan kembali di tahun 2023 dengan jumlah guru SMA

yang hanya 778 guru.

Tabel 2.15
Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid
di Kabupaten Berau, 2019-2023

Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sekolah Dasar (SD)/ Sederajat

Sekolah 173 173 173 166 166
Guru 2.348 2.239 2.402 2.189 2.352
Murid 32.766 33.370 | 33.768 34.042 33.142
Rasio Murid-Sekolah 189.40 192.89 195.19 205.07 199.65
Rasio Murid-Guru 13.95 14.90 14.06 15.55 14,09
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sederajat

Sekolah 62 65 66 60 56
Guru 1.030 1.041 1.096 961 985
Murid 13.194 13.337 13.591 12.868 12.427
Rasio Murid-Sekolah 212.81 205.18 205.92 214.47 221,91
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Uraian 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Sekolah Dasar (SD)/ Sederajat

Rasio Murid-Guru 12.81 12.81 12.40 13.39 12,62

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat

Sekolah 36 36 36 33 33
Guru 785 816 838 737 778
Murid 10.792 11.397 11.364 11.033 10.943
Rasio Murid-Sekolah 299.78 316.58 315.67 334.33 331,61
Rasio Murid-Guru 13,75 13,97 13,56 14.97 14,07

Sumber: Kemendikbud Sistem Dapodik Semester Ganjil Kabupaten Berau, diolah

Adanya perkembangan jumlah sekolah murid dan sekolah dapat
mempengaruhi indikator rasio murid-sekolah dan rasio murid-guru. Pada tahun
2022, besarnya rasio murid-sekolah jenjang SD sebesar 205,07 yang berarti
bahwa rata-rata dari setiap SD di Kabupaten Berau dapat menampung sekitar 205
sampai 206 murid. Selanjutnya rasio murid-guru memberikan gambaran rata-rata
banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Semakin sedikit murid yang
ditangani seorang guru cenderung semakin baik proses belajar mengajar. Hal ini
karena guru akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap muridnya.
Sedangkan banyaknya murid yang menjadi beban mengajar seorang guru SD
adalah sebanyak 15 sampai 16 murid di setiap kelas dengan nilai rasio murid-
guru sebesar 15,55. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian
pada tahun 2021.

Pada tahun 2023, angka rasio murid-sekolah jenjang SMP sebesar 221,91
yang bermakna bahwa rata-rata dari setiap SMP di Kabupaten Berau dapat
menampung sekitar 221 sampai 222 murid. Angka ini mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2022 meskipun tidak signifikan. Pada tingkat SMA, rata-rata
banyaknya murid yang di tampung setiap sekolah SMA di Kabupaten Berau pada
tahun 2023 adalah 331 sampai 332 murid. Angka ini merupakan yang tertinggi
karena rasio murid-sekolah untuk jenjang SMA terus meningkat dari tahun ke

tahun. Penyebabnya adalah karena tidak ada penambahan jumlah sekolah,
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sedangkan jumlah murid terus mengalami penambahan pada setiap tahunnya. Di
sisi lain, beban mengajar setiap guru kembali meningkat yang ditunjukkan oleh
rasio murid guru yang naik dari 13,75 pada tahun 2019 menjadi 13,97 pada
tahun 2020, meskipun menurun kembali di tahun 2021 menjadi sebesar 13,56.
c. Kesehatan

Faktor penting yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan. SDM yang besar namun tidak
diimbangi dengan kualitas kesehatan yang baik justu akan menjadi beban
pembangunan. Oleh karena itu, tingkat kesehatan perlu digunakan sebagai
indikator yang menggambarkan mutu pembangunan suatu daerah. Adapun umur
harapan hidup di Kabupaten Berau terus mengalami peningkatan di setiap
tahunnya hingga pada tahun 2023 mencapai angka 72,41 tahun yang
mengindikasikan bayi yang baru lahir pada tahun 2022 akan memiliki harapan

hidup hingga berumur 72-73 tahun.

Gambar 2.10.

Umur Harapan Hidup Kabupaten Berau Tahun 2019-2023
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Sumber: BPS Berau, 2024

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
a. Kebudayaan
Sumber daya yang dimiliki Kabupaten Berau selain dari SDM adalah

ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung
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pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Dari sisi aset

kebudayaan, Kabupaten Berau memiliki aset yang cukup beragam sebagaimana

terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16

Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Berau Tahun 2023

NAMA BENDA, SITUS DAN NAMA BENDA, SITUS DAN
NO CAGAR BUDAYA DI CAGAR BUDAYA YANG SUDAH LOKASI
KABUPATEN BERAU DILESTARIKAN
1 KOI?kSI BCB di Museum Museum Batiwakkal Gunung Tabur
Batiwakkal
2 Kolek5|'BCB di Keraton Keraton Sambaliung Sambaliung
Sambaliung
Koleksi BCB di Museum Siraja | Museum Siraja Teluk Bayur
4 Makam. Sultan M. Adil Makam Sultan M. Adil Jalaludin JI. Ammuddln/Borobudur
Jalaludin Tanjung Redeb
Makam Sultan Asyik . . . JI. Aminuddin/Tanjung
5 Syarifuddin Makam Sultan Asyik Syarifuddin Redeb
6 | Makam Sultan M. Salehuddin | Makam Sultan M. Salehuddin JI. Aminuddin/Borobudur
Tanjung Redeb
Makam Kubah Makam Kubah
2 |- Syec‘:h M Ali Juniadi Al - Syesh M Ali Juniadi Al Tanjung Redeb
Banjari Banjari
8 Keraton Sambaliung Keraton Sambaliung Sambaliung
Makam Atap Seng Makam Atap Seng
- Sultan M. Hadi Jalaludin - Sultan M. Hadi Jalaludin
9 - Sultan M. H. Bayanuddin - Sultan M. H. Bayanuddin Sambaliung
- Sultan M. Kaharuddin - Sultan M. Kaharuddin
10 | Makam Sultan M. Aminuddin Makam Sultan M. Aminuddin Sambaliung
Makam Mahrum Di Bangun Makam Mahrum Di Bangun
11 | - Sultan M. Zaini Abidin - Sultan M. Zaini Abidin Sambaliung
12 | Makam Sultan Amiril Mukminin | Makam Sultan Amiril Mukminin Sambaliung
13 Rumah Tua Rumah Kayu Milik Rumah Tua Rumah Kayu Milik Gununa Tabur
Agus Hairudin, SE Agus Hairudin, SE unung Y
Makam Sultan Achmad Makam Sultan Achmad Maulana
14 | Maulana Muhammad . Gunung Tabur
. Muhammad Chalifatullah
Chalifatullah
15 | Makam Belanda Makam Belanda Teluk Bayur
16 | Kamar Bola/Ball Room Kamar Bola/Ball Room Teluk Bayur
Pelabuhan Batu Bara Masa Pelabuhan Batu Bara Masa
13 Teluk Bayur
Belanda Belanda
14 | Makam Keramat Syarif Husen Makam Keramat Syarif Husen Derawan
15 m::ﬁ:lrl? Kuda, Lidagung Makam Kuda, Lidagung Makalli Derawan
16 | Makam Saba'ani Makam Saba’ani Derawan
Sisa Bangunan Pabrik Sisa Bangunan Pabrik . .
17 Penggerajian Masa Belanda Penggerajian Masa Belanda Biduk-Biduk
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NAMA BENDA, SITUS DAN NAMA BENDA, SITUS DAN
NO CAGAR BUDAYA DI CAGAR BUDAYA YANG SUDAH LOKASI
KABUPATEN BERAU DILESTARIKAN

18 | Gedung Bioskop Belanda Gedung Bioskop Belanda Teluk Bayur

19 | Masjid Kuno/Masijid Jami Masjid Kuno/Masjid Jami Gunung Tabur

20 | Surau Keraton Sambaliung Surau Keraton Sambaliung Sambaliung

21 Tugu Prasasti Tulisan Arab Tugu Prasasti Tulisan Arab Dan Sambaliun
Dan Bugis ( Lontara ) Bugis ( Lontara ) 9

22 | Rumah Kepala Tua Rumah Kepala Tua E:;nut:lt Dayak, Teluk

23 | Makam Puan Sipanaik Makam Puan Sipanaik Teluk Bayur

24 | Makam Di Goa Batu Makam Di Goa Batu Merasa

25 | Sumur Tua Sumur Tua Pulau Derawan

26 Benda-Benda Kuningan ( Benda-Benda Kuningan ( Rumah Sambaliung
Rumah Tangga) Tangga)

27 | Makam Bandit di Pattung Makam Bandit di Pattung Merancang, Sambaliung
Makam Raja Gunung Tabur Makam Raja Gunung Tabur

28 | Pertama ( Aji Kuning Gazi Pertama ( Aji Kuning Gazi Gunung Tabur
Mahyuddin ) Mahyuddin )

29 | Makam Raja Alam Makam Raja Alam Batu Putih

30 | Makam Syekh Haji Abd Karim Makam Syekh Haji Abd Karim Sukan, Sambaliung

31 Makam Keramat Makam Keramat Maratua

32 Gua Tapak Tangan Kampung Gua Tapak Tangan Kampung Kela
Merabu/Beloyot/Gua Harto Merabu/Beloyot/Gua Harto y

33 Kawasan Karst Puncak Ketepu | Kawasan Karst Puncak Ketepu Kela
Kampung Merabu Kampung Merabu y

34 | Gua Planyau Kampung Merabu | Gua Planyau Kampung Merabu Kelay

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau 2023

b. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran serta
dan arti penting bagi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau. Dalam rangka
meningkatkan kepedulian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah,
dilaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Kesadaran
akan pentingnya seni, budaya dan olahraga memberikan arah bagi perwujudan
identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa
serta menciptakan iklim kondusif dan harmonis. Sedangkan pembangunan dan
kemajuan di bidang olahraga, selain mendukung peningkatan kualitas sumber
daya manusia di bidang kesehatan, juga meningkatkan martabat dan nama baik

negara/daerah dalam kancah nasional dan internasional.
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Ketersediaan fasilitas penunjang bagi organisasi pemuda dan olahraga di
suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam
memberdayakan pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah.
Adapun jumlah sarana dan prasarana pemuda dan olahraga di Kabupaten Berau
adalah sebanyak 12 unit pada tahun 2015, dengan jumlah waterboom sebanyak
4 unit, 1 gedung serba guna, 1 lapangan pemuda, 5 lapangan tenis cendana,

serta 1 lapangan sepakbola.

Tabel 2.17
Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau Tahun 2023
No. Uraian Alamat
Nama Aset Lokasi
JI. Gatot Subroto, Tanjung
1. | Water Boom/Kolam Renang Redeb
JI. Mangga |, Tanjung
2. | Gedung Serba Guna/Graha Pemuda
Redeb
Jl. Mangga |, Tanjung
3. | Lapangan Pemuda Redeb
. JI. Cendana, Tanjung
4. | Lapangan Tenis Cendana Redeb
. JI. Murjani I, Tanjung
5. | Lapangan Sepak Bola Batiwakal Redeb

Sumber: Renstra Dispora Kab. Berau 2021-2026

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi
tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Berau dalam upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan
umum ini mencakup fokus urusan layanan wajib yang mencakup dua urusan
pembangunan daerah, yakni: urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar; dan fokus urusan pilihan; serta fungsi penunjang urusan

pemerintahan.
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2.3.1.Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

a. Urusan Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau
besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat
jenjang pendidikannya. Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya
keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya
memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Salah satu tujuan urusan
pendidikan adalah keseluruhan penduduk pada usia tertentu mengenyam
pendidikan setinggi-tingginya sehingga APS dapat optimal hingga 100%. Namun,
pada kenyataannya cukup banyak faktor penghambat bagi masyarakat untuk

menduduki bangku sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Berau, Tahun 2019-2023
APS 2019 2020 2021 2022 2023
7-12 99,25 99,37 99,18 99,95 99,65
13-15 97,80 97,59 97,35 97,67 96,80
16-18 79,23 81,38 81,08 79,40 80,30
19-24 14,85 14,44 15,56 17,50

Sumber: BPS Kabupaten Berau, 2024

APS di Kabupaten Berau berlaku pola APS nasional di mana semakin tinggi
umur seseorang maka angka partisipasi sekolahnya menurun. Begitu juga dengan
pola di Kabupaten Berau, dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini
memiliki pola serupa dimana semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin
rendah angka partisipasi sekolah. Hingga pada tahun 2023, APS penduduk usia
7-12 sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023 hingga menjadi 99,65
persen dari tahun 2022 sebesar 99,95%. Nilai APS tersebut memberikan
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penjelasan bahwa dari total penduduk di Kabupaten Berau yang berusia 7-12
tahun, terdapat sekitar 99,65 persen yang sedang bersekolah dan hanya 0,35
persen lainnya yang tidak bersekolah. APS yang sangat tinggi juga ditemukan
pada penduduk usia 13-15 tahun dengan nilai yang mendekati nilai APS
penduduk usia 7-12 tahun yakni sebesar 96,80 persen pada tahun 2023.

Adapun pola perkembangan nilai APS penduduk usia 13-15 tahun
cenderung berfluktuasi dan menurun dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan tabel
di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun semakin tinggi kelompok usia bersekolah,
nilai APS semakin menurun, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi usia
penduduk Kabupaten Berau, maka penduduk yang bersekolah juga semakin
sedikit. Pada penduduk berusia 19-24 tahun, jumlah penduduk yang masih
bersekolah terus mengalami penurunan dari 14,85 persen pada tahun 2019
menjadi 14,44 persen pada tahun 2020. Namun di tahun berikutnya nilai APS
selalu mengalami peningkatan, hingga di tahun 2023 menyentuh angka 17,50
persen. Angka tersebut merupakan peningkatan yang cukup signifikan jika
dibandingakan dengan tahun 2019.

Gambar 2.11.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Laki-laki dan
Perempuan di Kabupaten Berau, 2023

1087,

Perempuan  Laki-Laki dan
Perempuan

W 7-12Tahun ®13-15Tahun ™ 16-18 Tahun

Sumber: BPS Kabupaten Berau, 2023

Indikator APS di atas dapat dilihat dari sisi Angka Partisipasi Kasar (APK)
dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK mengindikasikan sejumlah penduduk
yang mengikuti jenjang pendidikan formal tanpa melihat batasan umur usia
sekolahnya. Pada tahun 2023 APK SD/MI Kabupaten Berau sebesar 106,46
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menunjukkan bahwa masih cukup banyak siswa yang berusia di luar 7-12 tahun
yang mengenyam pendidikan SD/MI. Untuk indikator APM SD/MI juga
menunjukkan angka 99,65 di tahun 2023. Angka 99,65 mengandung arti dari
100 penduduk yang bersekolah SD/MI, terdapat 99 orang yang berusia 7-12

tahun.
Tabel 2.19
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Berau Tahun 2023
Jenjang Pendidikan Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Kasar
(APM) (APK)
SD/MI 99,65 106,46
SMP/MTs 80,88 87,36
SMA/SMK/MA 73,54 93,96

Sumber: Kab. Berau dalam angka, 2024

Bila mengacu pada Permendikbud No. 22 Tahun 2020 tentang Renstra
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, nilai APK untuk jenjang
SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Berau telah melampaui dari yang ditargetkan
secara nasional oleh pemerintah, yaitu 106,46 untuk SD/MI serta 87,36 untuk
SMP/MTs.

Pada tahun 2021 jumlah yang tidak memiliki ijazah di Kabupaten Berau
12,85% dan Kalimantan Timur angka ini adalah peringkat ketiga tertinggi dan
juga lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 10,06%.
Untuk yang berijazah perguruan tinggi, tahun 2021 jumlah di Kabupaten Berau
adalah 11,09% yang terdiri dari D1 dan D2 sebesar 0,67%; D3 sebesar 1,62%
serta D4/S1 hingga S3 sebesar 8,80%.

Tabel 2.20
Persentase Penduduk Usia 15+ menurut Pendidikan Tertinggi di
Kalimantan Timur, Tahun 2021

Tidak SMP/
K SMA/ D1 dan D4/51
Kabupaten/ Kota nlemlhkl SD/ Mi MTs MA SMK D2 D3 sd.S3
ijazah
Kabupaten Paser 12,49 3025 | 2206 | 2063 | 482 0,76 2,71 6,28
g:‘lfa‘fcpate“ Kutai 15,33 27,83 | 2201 | 2285 | 466 0,19 1,33 579
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Tidak SMP/
ot . SMA/ D1 dan D4/S1
Kabupaten/ Kota nlemlhkl SD/ MI MTs MA SMK D2 D3 sd.S3
ijazah
Kabupaten Kutai
11,42 22,77 23,50 29,53 3,38 0,57 1,51 7,33
Kartanegara
.‘Fﬁ:}":fate” Kutai 1094 | 2325 | 2260 | 2621 | 815 0,20 133 | 7,32
Kabupaten Berau 12,85 19,77 19,87 31,00 5,42 0,67 1,62 8,80
Kabupaten
Penajam Paser 16,79 26,07 21,10 22,05 7,00 0,32 1,45 5,21
Utara
Kabupaten
15,34 31,25 17,82 25,58 2,53 0,58 1,48 5,41
Mahakam Hulu
Kota Balikpapan 6,74 14,11 18,86 33,66 12,39 0,99 3,26 9,99
Kota Samarinda 8,01 15,74 21,87 29,45 10,61 0,27 2,90 11,14
Kota Bontang 6,02 17,17 18,59 33,24 10,25 0,69 2,51 11,54
Kalimantan Timur 10,06 20,13 21,43 28,89 7,94 0,54 2,27 8,75

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021

Dari sisi jumlah dan rasio sekolah, guru, serta murid pada tahun
2017/2018 rasio murid terhadap sekolah untuk SD adalah sebesar 178, untuk
SMP sebesar 231, SMA sebesar 279, dan untuk SMK sebesar 210. Data ini
merupakan data sekolah di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan baik negeri maupun swasta.

Rasio SD sebesar 178 tersebut mengandung arti bahwa rata-rata satu SD
di Kabupaten Berau memiliki murid sebanyak 178. Angka ini tergolong cukup
ideal, bila diasumsikan sebuah SD memiliki 6 kelas maka satu kelas rata-rata berisi
29-30 murid.

Tahun 2019 rasio murid terhadap sekolah hanya SMP yang menunjukkan
sedikit penurunan menjadi 217 sedangkan untuk SD, SMA, dan SMK menunjukkan
kenaikan masing- masing sebesar 187, 355, dan 233. Rasio guru terhadap
sekolah menggambarkan rata-rata jumlah guru per sekolah. Selama 2016/2017
hingga 2019/2020 rasio ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.
Demikian pula dengan rasio murid terhadap guru, dari 2016/2017 hingga
2019/2020 juga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Diantara daerah
lain di Kalimantan Timur, posisi Kabupaten Berau untuk rasio murid terhadap
sekolah serta rasio murid terhadap guru tergolong kecil sedangkan untuk rasio

guru terhadap sekolah masih cukup tinggi.
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b. Urusan Kesehatan

Jumlah rumah sakit yang beroperasional di Kabupaten Berau berjumlah 2
unit, yang berada di Kecamatan Tanjung Redeb (RSUD Abdul Rivai) dan di
Kecamatan Talisayan (Rumah Sakit Pratama Talisayan). Dua rumah sakit tersebut
memiliki rasio per 100.000 penduduk sebesar 0,88 yang berarti jika terdapat
100.000 orang yang datang ke dua rumah sakit tersebut, jumlah yang dapat
terlayani sebanyak 88.000 orang. Tahun 2019 terjadi sedikit penurunan rasio
akibat tidak ada penambahan jumlah rumah sakit sementara jumlah penduduk
mengalami kenaikan. Fasilitas yang mudah dijangkau penduduk di masing-masing
kecamatan yaitu puskesmas induk. Fasilitas ini secara rata-rata mampu melayani
sebanyak 10.786 penduduk. Rasio per 100.000 penduduk menunjukkan
peningkatan dari 9,27 di tahun 2019 menjadi 9,90 di tahun 2020.

Sementara itu dilihat dari jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten
Berau tahun 2019, dokter umum yang ada secara rata-rata harus melayani
sebanyak 2.796 penduduk. Secara keseluruhan, rasio seluruh dokter per 100.000
penduduk di tahun 2020 adalah 49,08 namun bila dihitung per penduduk, rata-
rata setiap dokter melayani 16.591 penduduk. Menurut standar WHO dan BPIJS,
rasio ideal adalah setiap dokter melayani 2.500-3.000 penduduk sehingga jumlah
dokter di Kabupaten Berau sangat kurang. Jangkauan pelayanan tenaga kesehatan
bidan sebesar 760. Artinya, setiap bidan di Kabupaten Berau secara rata-rata
harus melayani masing-masing sebanyak 760 penduduk. Jika terdapat 100.000
orang yang datang ke tenaga bidan, jumlah yang dapat terlayani diperkirakan
sebanyak 131,56 orang.

Tabel 2.21
Rasio per 100.000 Penduduk Fasilitas Kesehatan dan Tenaga
Kesehatan, 2019 dan 2020

Rasio per 100.000 penduduk
Uraian
2019 2020
Rumah Sakit 0,86 0,84
Puskesmas Induk 9,90 8,82
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Uraian Rasio per 100.000 penduduk
2019 2020
Puskesmas Pembantu 40,06 47,02
Poskesdes 27,12 28,13
Klinik Bersalin 0,43 n.a
Apotek 16,36 26,03
Dokter Spesialis 11,33
Dokter Umum 49,08 36,10
Dokter Gigi 7,56
Bidan 126,68 142,31
Perawat 263,47 277,48
Tenaga Teknis Farmasi n.a. 18,05
Apoteker n.a. 16,79
Tenaga Kesehatan Lainnya n.a. 83,96

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, diolah

Fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau penduduk di masing-
masing kecamatan adalah puskesmas induk. Seperti halnya rumah sakit, karena
tidak adanya penambahan jumlah unit, rasio per 100.000 penduduk dari fasilitas
ini juga menurun dalam empat tahun terakhir atau juga dapat dikatakan bahwa
jumlah penduduk yang harus dilayani oleh setiap puskesmas semakin meningkat.
Pada tahun 2020, dari total penduduk Kabupaten Berau, secara rata-rata yang
harus dilayani oleh setiap puskesmas sebanyak 11.343 penduduk. Kondisi
jangkauan ini dapat dikatakan ideal karena berdasarkan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016, perbandingan ideal puskesmas
induk terhadap penduduk adalah satu banding 16.000. Fasilitas kesehatan yaitu
rumah sakit di Kabupaten Berau sampai dengan tahun 2022 hanya terdapat di 2

Kecamatan, yaitu Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Tanjung Redeb.

Tabel 2.22
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Berau Tahun 2019-2023
Rumah Sakit
Kecamatan
2019 2020 2021 2022 2023
Kelay - - - - -
Talisayan 1 1 1 1 1
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Tabalar - - - - -

Biduk-Biduk - - - - -

Pulau Derawan - - - - -

Maratua - - - - -

Sambaliung - - - - -

Tanjung Redeb 1 1 1 1 1

Gunung Tabur - - - - -

Segah - - - - -

Teluk Bayur - - - - -

Batu Putih - - - - -

Biatan - - - - -
Berau 2 2 2 2 2
Sumber: Berau Dalam Angka 2024

Dilihat dari jumlah tenaga kesehatan, perbandingan jumlah dokter umum
dengan jumlah penduduk di Kabupaten Berau pada tahun 2021 sudah cukup
ideal. Dengan jumlah dokter umum sebanyak 108 orang dan jumlah penduduk
mencapai 252.648 jiwa, satu dokter umum harus melayani 2.339 penduduk.
Kondisi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 34 Tahun 2016, dimana perbandingan ideal dokter umum dan penduduk
adalah satu banding 2.500. Sedangkan untuk dokter spesialis, dengan kondisi
perbandingan yang masih dibawah 1: 16.000, dapat dikatakan bahwa jangkauan
dokter spesialis di Kabupaten Berau masih ideal. Namun, perlu diingat bahwa
dokter spesialis yang ada di Kabupaten Berau belum tersebar merata atau hanya
terdapat di daerah perkotaan saja.

Tabel 2.23
Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan
Kabupaten Berau, Tahun 2023

No Sarana Kesehatan Dokter | Perawat | Bidan KeIae rr::ag:ian
1 | Kelay 4 43 28 4
2 | Talisayan 15 86 42 13
3 | Tabalar 3 17 13 2
4 | Biduk-Biduk 3 22 16 3
5 | Pulau Derawan 7 19 10 3
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No Sarana Kesehatan Dokter | Perawat | Bidan KeI: rr:r?g;an

6 | Maratua 4 19 9 2
7 | Sambaliung 5 46 40 6

8 | Tanjung Redeb 112 400 140 157
9 | Gunung Tabur 11 33 31 6
10 | Segah 3 37 24 4
11 | Teluk Bayur 10 42 33 8
12 | Batu Putih 3 15 7 2
13 | Biatan 1 17 13 2

TOTAL 181 796 406 212

Sumber: Berau Dalam Angka 2024

Jangkauan pelayanan tenaga kesehatan yang juga ideal adalah tenaga
kesehatan bidan yaitu sebesar 796 pada tahun 2023. Artinya, bahwa dari total
penduduk Kabupaten Berau pada tahun 2023, secara rata-rata yang harus
dilayani oleh satu orang bidan adalah sebanyak 796 penduduk. Jangkauan
pelayanan bidan yang semakin menurun dari tahun 2019 sampai dengan 2023,
menunjukkan suatu kemajuan karena beban pelayanan bidan terhadap penduduk
menjadi semakin sedikit. Tenaga kesehatan bidan ini memiliki peran penting
dalam proses pemeriksaan serta persalinan ibu hamil.

Dalam bidang pembangunan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Berau
melakukan berbagai antisipasi terhadap penyebaran penyakit terutama yang
pernah menjadi wabah dalam skala nasional maupun internasional. Oleh karena
itu, dalam perkembangan anak, khususnya Balita (Bawah Lima Tahun), perlu
adanya imunisasi untuk memberikan kekebalan balita terhadap berbagai penyakit.
Meskipun secara umum imunisasi sudah dilaksanakan oleh masyarakat secara luas
dan menyeluruh, namun masih perlu adanya sosialisasi kepada beberapa

masyarakat yang mungkin belum memberikan imunisasi kepada anaknya, baik
karena kurangnya kesadaran masyarakat maupun faktor ketidaktahuan perihal
imunisasi tersebut.

Meski demikian, dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur,
kegiatan imunisasi di Kabupaten Berau tergolong sangat bagus. Semua jenis
imunisasi yang dilakukan memiliki persentase di atas Provinsi Kalimantan Timur

dan masuk 3 besar di provinsi dibandingkan daerah lain.
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Tabel 2.24
Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di
Kabupaten Berau Tahun 2019-2021

Jenis Imunisasi 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4)
BCG 92,92 90,12 87,85
Polio 92,88 89,87 80,02
DPT 85,60 79,94 81,80
HB 88,58 83,36 86,99
Campak/Morbili 75,16 62,09 72,63

Sumber: BPS Kabupaten Berau 2022

Dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur, kegiatan
imunisasi di Kabupaten Berau masih lebih rendah dibandingkan dengan
pemberian imunisasi secara umum di Provinsi Kalimantan Timur untuk semua jenis
imunisasi. Terlihat pemberian imunisasi BCG berada di peringkat terendah ketiga,
imunisasi DPR berada di peringkat terendah kedua, serta imunisasi Polio dan HB
berada di peringkat terendah ketiga.

Tabel 2.25
Perbandingan Pemberian Imunisasi Balita Menurut Jenis Imunisasi di Provinsi
Kalimantan Timur 2022

Kabupaten/Kota BCG Polio DPT HB Campak/
Morbili
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Paser 93,06 93,36 83,28 90,50 75,01
Kutai Barat 94,20 95,73 88,81 89,28 74,15
Kutai Kartanegara 90,50 89,98 84,87 85,83 69,33
Kutai Timur 82,19 80,51 75,63 77,41 65,00
Berau 87,85 89,02 81,80 86,99 72,63
Penajam Paser Utara 87,73 87,75 85,57 88,64 72,56
Mahakam Ulu 94,25 94,30 91,65 90,29 83,02
Kota Balikpapan 92,95 91,97 89,14 90,93 75,81
Kota Samarinda 92,93 94,13 88,40 91,77 76,62
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Campak/

Kabupaten/Kota BCG Polio DPT HB
Morbili
Kota Bontang 93,84 93,97 88,72 91,09 77,98
Kalimantan Timur 90,72 90,69 85,37 87,99 73,01

Sumber: Berau Dalam Angka 2024

Bayi Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di
Provinsi Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Berau. Berdasarkan hasil Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur
yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat. Untuk Kabupaten Berau
pada tahun 2018 memiliki persentase sebesar 31,70% dan menurun menjadi
17,60 persen pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Cut of Point menurut
Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila dibawah 20%.
Namun hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menyatakan bahwa
stunting di Kabupaten Berau pada 2021naik menjadi 25,70 persen dan kembali
menurun pada 2022 menjadi sebesar 21,60%.

Tabel 2.26
Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2022 (Persen)

No Kab/Kota 2018 2019 2020 2021 2022

1 Paser 27,50 32,20 15,50 23,60 24,90
2 KUBAR 30,00 35,70 16,60 15,80 23,10
3 KUKAR 35,70 36,50 14,30 26,40 27,10
4 KUTIM 30,50 39,40 16,10 27,50 24,70
5 Berau 31,70 24,70 17,60 25,70 21,60
6 PPU 31,60 27,00 11,40 27,30 21,80
7 MAHULU 32,80 36,60 9,60 20,30 14,80
8 Balikpapan 23,80 14,00 13,30 17,60 19,60
9 Samarinda 26,30 24,70 11,90 21,60 25,30
10 Bontang 26,60 29,00 20,90 26,30 21,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang pekerjaan umum merupakan salah satu bidang penting dalam
peningkatan kualitas dan kuantitas penunjang pembangunan daerah, seperti

sarana dan prasarana perhubungan, permukiman layak huni, dan sebagainya. Oleh
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karena itu, salah satu indikator penting dalam bidang pekerjaan umum adalah
terkait proporsi kualitas jalan, baik dari bahan pembuatan jalan maupun kondisi
jalan. Hal ini karena jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam
mendorong perekonomian suatu daerah, khususnya untuk transportasi darat.
Infrastruktur jalan memiliki peran penting untuk mendukung aktivitas sosial
ekonomi penduduk. Peran tersebut dinikmati oleh para pelaku ekonomi, baik
sebagai produsen, konsumen maupun distributor. Dengan kondisi jalan yang baik
maka akan mampu mengurangi biaya perjalanan dan meningkatkan efisiensi.
Dengan demikian, harga barang dan jasa menjadi lebih murah dan dapat
dijangkau oleh penduduk berpenghasilan rendah. Menurut tingkat kewenangan
pemerintah, Kabupaten Berau memiliki jalan yang terbagi menjadi tiga
kewenangan vyaitu kewenangan pemerintah pusat (disebut jalan negara),
kewenangan pemerintah provinsi (disebut jalan provinsi) dan kewenangan
pemerintah kabupaten (disebut jalan kabupaten). Sampai dengan tahun 2022,
pemerintah telah membangun jalan sepanjang 2.179,49 km yang terdiri dari

1.678,32 km jalan kabupaten, 241,86 km jalan provinsi dan 259,31 km jalan

negara.
Tabel 2.27

Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Berau (Km), 2019-2023

Uraian 2019 2020 2021 2022 2023

(1) ) (3 4) (5) (6)
Menurut Tipe
Jalan Nasional 259,31 259,31 259,31 259,31 262,13
Jalan Provinsi 232,55 241,86 241,86 241,86 250,11
Jalan Kabupaten 1.686,08 1.678,32 1.678,32 1.678,32 1.678,32
Jumlah 2.177,94 2.179,49 2.179,49 2.179,49 2.190,56
Menurut Jenis Permukaaan
Aspal 419,21 442,75 452,62 480,83 515,53
Kerikil 1.180,66 176,8 201,89 256,77 323,42
Tanah (0] 966,36 927,82 827,69 698,89
Lainnya 86,22 92,41 95,99 95,99 140,48
Jumlah 1.686,08 1.678,32 1.678,32 1.661,28 1.678,32
Menurut Kondisi Jalan
Baik 483,11 487,13 496,13 501,63 501,63
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Sedang 527,79 610,61 615,11 621,61 623,61
Rusak 436,92 462,10 484,89 478,90 376,11
Rusak Berat 193,27 118,48 82,19 76,18 176,97
Jumlah 1.686,08 1.678,32 1.678,32 1.678,32 1.678,32

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka 2024

Menurut jenis permukaan, jalan di Kabupaten Berau pada tahun 2023 yang
sudah beraspal mencapai 515,53 km. Kondisi jalan yang seperti ini
mempermudah arus baik dalam kondisi hujan maupun cerah. Adapun jenis jalan
dengan kondisi tanah pada tahun 2023 di Kabupaten Berau, sudah mengalami
penurunan menjadi 698,89 km.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator perumahan merupakan salah satu cara dalam menilik
kesejahteraan masyarakat dari segi penggunaan sumber air minum, status
kepemilikan rumah, luas lantai tempat tinggal dan penggunaan fasilitas tempat
pembuangan air besar. Berkaitan dengan status kepemilikan rumah, pada tahun
2021 terdapat sebanyak 70,66 persen rumah tangga telah menempati rumah
miliknya sendiri, meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya yang sebesar
66,468 persen. Kenaikan ini berbanding terbalik dengan penurunan rumah
tangga yang tinggal di rumah kontrakan maupun rumah sewaan.

Kalimantan sangat terkenal sebagai penghasil kayu hutan di Indonesia.
Sehingga tidak mengherankan bahwa sebagian besar tempat tinggal penduduk di
Kabupaten Berau memiliki lantai berupa kayu/bambu yaitu sebesar 53,74 persen
pada tahun 2020. Hanya ditemukan sebanyak 0,85 persen rumah tangga yang
memiliki lantai berupa tanah. Tidak hanya untuk lantai, pemakaian kayu untuk
dinding juga merupakan yang terbanyak di Kabupaten Berau, mencapai 60,67
persen pada tahun 2020. Kemudian dari sisi atap, rumah tangga di Kabupaten
Berau yang tinggal di rumah beratapkan atap berupa
jerami/ijuk/daun/rumbia/lainnya sebesar 0,00 persen. Sedangkan sisanya
merupakan rumah tangga yang tinggal di rumah dengan atap berupa atap beton,
genteng, asbes, seng dan bambu/kayu/sirap. Hal ini menunjukkan bahwa rumah

tangga di Kabupaten Berau telah memiliki pandangan bahwa atap merupakan
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salah satu kebutuhan yang harus diutamakan pada saat mendirikan rumah atau
memilih rumah sewaan/kontrakan yang akan ditinggali.

Fasilitas penerangan tempat tinggal yang ada di Kabupaten Berau sudah
sangat baik. Selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023, lebih dari 97
persen rumah tangga di Kabupaten Berau telah menggunakan sumber penerangan
listrik, baik listrik PT. PLN maupun listrik bukan dari PT. PLN. Adapun persentase
rumah tangga yang menggunakan listrik dari PT. PLN pada tahun 2022 mencapai
89,46 persen. Cukup tingginya capaian ini menunjukkan bahwa upaya
peningkatan jangkauan pelayanan oleh PT. PLN telah memberikan manfaat bagi
rumah tangga di Kabupaten Berau.

Berdasarkan data yang telah dirilis, terlihat bahwa dari tahun 2019 hingga
2023, lebih dari 80 persen rumah tangga di Kabupaten Berau telah menggunakan
bahan bakar modern yakni listrik dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Adapun dari
berbagai jenis bahan bakar, yang paling populer di Indonesia termasuk juga di
Kabupaten Berau adalah LPG. Hal ini terbukti bahwa sebanyak 95,10 persen
rumah tangga di Kabupaten Berau tahun 2021 menggunakan LPG sebagai bahan
bakar untuk memasak.

Pada tahun 2021, air minum yang berasal dari air kemasan bermerk/isi
ulang merupakan jenis sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh
rumah tangga di Kabupaten Berau yaitu sebesar 76,70 persen. Masyarakat lebih
cenderung memilih untuk mengkonsumsi air isi ulang karena budaya instan,
praktis, mudah mendapatkannya dan harga lebih murah dibandingkan harus
merebus sendiri dari air ledeng, air sumur ataupun mata air. Selain itu, masyarakat
juga memiliki anggapan bahwa air minum isi ulang sudah melalui proses filterasi
sehingga air lebih bersih dan higienis. Penggunaan sumber air minum terbanyak
selanjutnya adalah air ledeng meteran atau eceran yaitu sebanyak 9,70 persen.
Suatu hal yang menarik untuk diceramti adalah bahwa masih ditemukan rumah
tangga yang menjadikan air permukaan (seperti air sungai, danau, rawa dan
sebagainya) dan air hujan sebagai sumber air minumnya yaitu masing- masing
0,61 persen dan 1,58 persen.

Tabel 2.28
Statistik Perumahan Kabupaten Berau Tahun 2019-2021
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Uraian 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4)

Kepemilikan Rumah

- Milik Sendiri 66,38 72,18 70,66
- Kontrak/Sewa 21,20 19,23 15,22
- Bebas Sewa 10,49 8,50 7,86
- Lainnya 1,94 0,09 6,26
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah

- 0-19 0,42 0,72

36,42

- 20-49 37,69 35,73

- 50-99 36,34 39,03 39,74
- 100-149 11,35 14,81 13,71
- 150+ 14,20 9,71 10,13
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah Terluas

- Bukan Tanah 99,28 99,15 98,46
- Tanah 0,72 0,85 1,54
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas

- Bukan Jerami/ljuk/Daun/Rumbia 99,89 100,00 100,00
- Jerami/ljuk/Daun/Rumbia 0,12 0,00 0,00
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas

- Tembok 34,45 28,60 28,56
- Kayu 65,02 70,67 71,44
- Bambu dan lainnya 0,53 0,73 0,00
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan

- Listrik PLN 87,21 94,53 89,46
- Listrik Non PLN 12,58 5,01 9,64
- Bukan Listrik 0,21 0,46 0,90
Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Memasak

- Listrik/LPG/Gas 93,72 93,33 95,10
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Uraian 2019 2020 2021
- Minyak Tanah 1,63 1,08
- Arang/Kayu Bakar/Tidak 3,93
Memasak/Lainnya 465 5,59

Sumber: Berau dalam Angka tahun 2022

Dari sisi kepemilikan fasilitas buang air besar, rumah tangga di Kabupaten
Berau lebih cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki tempat buang air
besar sendiri dengan alasan bahwa fasilitas milik sendiri bisa lebih terjaga
kebersihannya. Hal ini terlihat pada tabel 2.42 dimana sudah lebih dari 85 persen
rumah tangga di Kabupaten Berau telah memiliki fasilitas tempat buang air besar
sendiri. Pada tahun 2016, besarnya persentase untuk rumah tangga tersebut
adalah 89,56 persen dan kemudian terus meningkat menjadi 96,57 persen pada
tahun 2020.

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 93,98 persen rumah tangga di
Kabupaten Berau yang telah menggunakan tangki/SPAL sebagai tempat
pembuangan akhir tinja. Sedangkan sisanya sebanyak 12,33 persen belum
menggunakan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki/SPAL. Dengan kata
lain, rumah tangga ini masih memiliki tempat pembuangan akhir tinja yang belum
memenuhi syarat kesehatan. Adapun tempat pembuangannya tersebut dapat
berupa kolam/sawah/sungai/danau/laut yaitu sebanyak 3,45 persen, lubang tanah
sebesar 2,40 persen dan lainnya sebesar 0,17 persen.

Secara umum, hampir semua rumah tangga di Kabupaten Berau sudah
menempati rumah yang termasuk dalam kategori layak huni yaitu mencapai 97,97
persen pada tahun 2021. Namun, angka ini sedikit mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 98,38 persen. Rumah layak huni adalah
rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan
minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Konsep rumah layak huni
menurut BPS adalah indikator komposit yang dibentuk dari beberapa indikator,
antara lain kualitas bangunan (jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan jenis
lantai terluas), kecukupan luas lantai hunian, sumber penerangan, air minum layak,

dan sanitasi layak. Rumah tangga dikategorikan menempati rumah layak huni jika
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terdapat maksimum dua kriteria yang tidak terpenuhi dari tujuh indikator
pembentuk tersebut. Sebaliknya, jika terdapat tiga atau lebih kriteria yang tidak
terpenuhi, rumah tangga tersebut dikategorikan menempati rumah tidak layak
huni.

Adapun definisi air minum layak yang merupakan salah satu indikator
rumah layak huni adalah sumber air minum yang terdiri dari air leding, air hujan
dan air terlindung yakni air yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur
terlindung dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan
kotoran/limbah/tinja sejauh 10 m atau lebih. Akses terhadap air minum layak
merupakan akses dasar yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti
minum, masak, mandi, cuci dan ibadah. Untuk sanitasi layak, suatu rumah
dikatakan memiliki sanitasi layak apabila memenuhi syarat kesehatan seperti
kloset leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik
(septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi
digunakan oleh rumah tangga itu sendiri atau Bersama dengan rumah tangga lain
tertentu. Pada tahun 2020, rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak
sebanyak 19,79 persen dari seluruh rumah tangga. Angka ini mengalami kenaikan
dari 19,27 persen pada tahun 2019. Kenaikan juga terjadi pada rumah tangga
yang sudah memiliki sanitasi layak yakni dari 89,61 persen pada tahun 2019
menjadi 91,76 persen pada tahun 2020.

Gambar 2.11
Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan Kabupaten
Berau Tahun 2019-2023
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Sumber: IUP RPJPD Kabupaten Berau 2025-2045
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Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
merupakan tujuan yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
secara keseluruhan. Berdasarkan data diatas dapat ditarik garis besar, bahwa
persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak setiap tahunnya
mengalami kenaikan yang cukup konsisten dari tahun 2019 dengan angka
89,94% hingga mencapai angka 91,89% pada tahun 2023. Untuk mencapai hal
ini, beberapa langkah penting dapat dilakukan:

e Akses Terhadap Hunian Layak: Memastikan semua rumah tangga memiliki
akses terhadap hunian yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan
kenyamanan. Ini melibatkan penyediaan infrastruktur dasar seperti air
bersih, sanitasi yang layak, dan bangunan yang tahan terhadap bencana.

e Ketersediaan Hunian Terjangkau: Mengembangkan kebijakan perumahan
yang memungkinkan akses terhadap hunian yang terjangkau bagi semua
lapisan masyarakat. Ini bisa meliputi program pemerintah untuk subsidi
perumahan, pengembangan perumahan sosial, atau kemitraan publik-
swasta untuk membangun perumahan terjangkau.

e Promosi Hunian Berkelanjutan: Mendorong pengembangan hunian yang
berkelanjutan secara lingkungan, seperti menggunakan teknologi ramah
lingkungan, efisiensi energi, dan bahan bangunan yang bertanggung jawab.
Ini dapat mengurangi jejak karbon dan mempromosikan gaya hidup yang
lebih berkelanjutan.

e Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan: Membangun infrastruktur
pendukung seperti transportasi publik, akses ke fasilitas kesehatan dan
pendidikan, serta pelayanan dasar lainnya yang mendukung kehidupan

masyarakat yang sehat dan produktif.

Melalui kombinasi langkah-langkah ini, diharapkan bahwa rumah tangga
akan memiliki akses yang lebih baik terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan
berkelanjutan, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh dalam
masyarakat.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
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Kriminalitas merupakan salah satu penghambat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam menciptakan rasa aman, damai, dan tentram
dalam kehidupan sehari-hari. Masih cukup tingginya tindak kriminalitas di
Kabupaten Berau haruslah menjadi pemicu bagi aparat penegak hukum maupun
pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya pencegahan dan antisipasi
berbagai kasus kriminalitas yang terjadi. Secara umum, jumlah terpidana
mengalami penurunan dari tahun 2013, yakni dari 5.638 terpidana menjadi
4.316 terpidana pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 naik kembali
sebesar 4.509 terpidana di mana sebagian besar hanya berupa denda. Sedangkan
dari sisi tindak pidana, pada tahun 2016, kriminalitas di Kabupaten Berau
mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 212 kasus
dengan angka kriminalitas sebesar 9,87 yang berarti terdapat hingga 10 tindak
kriminalitas yang terjadi diantara 10.000 penduduk Kabupaten Berau.

Gambar 2.12.
Jumlah Tindak Pidana Tahun 2019-2021
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Sumber: Kabupaten Berau dalam angka, 2021

f. Urusan Sosial

Angka kemiskinan suatu wilayah akan menjadi salah satu indikator penting
dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun
ekonomi.

Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang memiliki

pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.
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Gambar 2.13
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten
Berau Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau 2023

Gambar 2.14
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Berau Tahun 2019-2023
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Selama 2019-2023 jumlah penduduk miskin mencapai angka tertinggi
pada tahun 2021 yaitu 13.620 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 5,88
persen. Namun angka ini menurun hingga pada tahun 2023 yang berarti
perekonomian Berau mengalami perbaikan dengan jumlah penduduk miskin
menurun menjadi sebanyak 13.260 pada 2023 dengan tingkat kemiskinan
5,54%. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran
rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap
garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity
Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara
penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan
pengeluaran diantara penduduk miskin.

Bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur, tingkat
kemiskinan Kabupaten Berau masih tergolong kecil. Selama 2019-2023 tingkat
kemiskinan Kabupaten Berau selalu berada di bawah tingkat kemiskinan provinsi
Kalimantan Timur. Tahun 2022 misalnya, tingkat kemiskinan Kabupaten Berau
sebesar 5,65 persen sementara untuk provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,54
persen. Tingkat kemiskinan Kabupaten Berau tahun 2022 tersebut adalah
peringkat ke-4 dari yang terendah dari 10 kota/kabupaten di Kalimantan Timur.

Tabel 2.29
Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023

Persentase Penduduk Miskin (PO)
Kabupaten/Kota menurut Kabupaten/Kota (Persen)
2019 2020 2021 2022 2023
Paser 8,95 9,23 9,73 9,43 9,11
Kutai Barat 9,09 9,29 10,24 10,20 9,72
Kutai Kartanegara 7,2 7,31 7,99 7,96 7,61
Kutai Timur 9,48 9,55 9,81 9,28 9,06
Berau 5,04 5,19 5,88 5,65 5,54
Penajam Paser Utara 7,18 7,36 7,61 7,25 6,97
Mahakam Ulu 11,25 11,44 11,90 11,55 11,38
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Persentase Penduduk Miskin (PO)
Kabupaten/Kota menurut Kabupaten/Kota (Persen)
2019 2020 2021 2022 2023
Balikpapan 2,42 2,57 2,89 2,45 2,31
Samarinda 459 476 4,99 4,85 4,81
Bontang 4,22 4,38 4,62 454 411
Kalimantan Timur 5,94 6,10 6,54 6,31 6,11

Sumber: Berau Dalam Angka Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Lebih lanjut pada angka rasio gini Kabupaten Berau mengalami
peningkatan yang cukup fluktuatif, pada tahun 2020 memiliki rasio gini yang
cukup tinggi yakni 0,300 yang menurun dari tahun sebelumnya yakni 0,301.
Namun pada tahun 2021 angka rasio gini kembali meningkat cukup tinggi
menjadi 0,377 dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 0,352. Di tahun
2023 angka rasio gini kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan
menjadi 0,327. Meskipun terjadi peningkatan, namun dari angka ini dapat
dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Berau
termasuk kategori rendah, karena terletak pada nilai <O,4. Persentase
pengeluaran penduduk di Kabupaten Berau berdasarkan kelompok
pengeluarannya menurut kriteria Bank Dunia adalah sebagai berikut:

a. 40 persen berpendapatan rendah : 20,37 persen

b. 40 persen berpendapatan menengah : 37,98 persen
c. 20 persen berpendapatan tinggi : 41,65 persen

Gambar 2.15.
Gini Ratio Kabupaten Berau, Tahun 2019-2023
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Sumber: Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

Dari sisi pemerataan pembangunan daerah, kondisi pembangunan desa di
Kabupaten Berau memiliki capaian yang cukup baik. Pada tahun 2022, dari 100
desa di Kabupaten Berau, sebanyak 11 persen atau 11 desa berada pada kategori
desa mandiri dan sebanyak 41 persen atau 41 desa berada pada kategori desa
maju. Namun yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah masih adanya satu desa
tertinggal yakni Desa Mapulu yang berada di Kecamatan Kelay.

Indikator penting berikutnya dalam melihat kemampuan perekonomian
daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang memberikan gambaran
secara mikro bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjalani
kehidupan kesehariannya. Pada tahun 2022, jumlah pengeluaran perkapita

didominasi oleh kelompok komoditas bukan makanan sebesar 2.093.637.

Tabel 2.30
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2021-2023
Kelompok Komoditas 2021 2022 2023
Makanan 779.009 923.232 935.439
Bukan Makanan 1.068.250 1.170.404 1.152.569
Jumlah 1.847.259 2.093.637 2.088.008

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka 2024, diolah

Dalam aspek sosial, kebencanaan masuk dalam unsur bidang urusan sosial.
Dalam lima tahun terakhir bencana di Kabupaten Berau, korban jiwa yang paling
banyak terjadi yaitu di bencana banjir dan tanah longsor. Pada tahun 2019, jumlah
korban jiwa tertinggi dalam lima tahun terakhir, hal ini karena bencana banjir
bandang melanda kabupaten Berau terutama di kabupaten Teluk Bayur dan

Kabupaten Sambaliung.

Gambar 2.16.
Jumlah Korban Jiwa Kebencanaan
Kabupaten Berau Tahun 2019-2022
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Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Berau
Dalam 2 tahun terakhir, terdapat beberapa bencana yang melanda Kabupaten
Berau baik berupa bencana kebakaran maupun non kebakaran yang dapat dilihat
pada grafik berikut :

Gambar 2.17.
Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran
di Kabupaten Berau Tahun 2022
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Sumber : Data Kebencanaan Tahun 2022 dan 2023 BPBD

Di Kabupaten Berau pada tahun 2022 hingga tahun 2023, angka kejadian
kebencanaan didominasi oleh bencana non kebakaran, yang meliputi dampak banijir,
tanah longsor, orang tenggelam, cuaca ekstrem, nelayan hilang, angin puting beliung,
pohon tumbang dan orang yang diterkam oleh buaya. Pada tahun 2022 hingga
tahun 2023, total kejadian bencana baik kebakaran maupun non kebakaran sejumlah

129 kejadian, dengan rincian kejadian bencana kebakaran pada tahun 2022
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sebanyak 34 kejadian, meningkat 8 kejadian dari tahun 2022 yang berjumlah 26
kejadian kebakaran. Sedangkan kejadian bencana non kebakaran pada tahun 2023
sebanyak 39 kejadian, meningkat 9 kejadian dari tahun 2022 yang berjumlah 30

kejadian.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
adalah urusan pemerintahan daerah yang wajib meskipun bukan merupakan
pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Berau.
Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan wajib
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
a. Urusan Tenaga Kerja

Jika dilihat secara historis pada periode 2019-2023, angka TPT Kabupaten
Berau memiliki pola yang berfluktuasi setiap tahunnya, tetapi trennya cenderung
menurun hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021 sebagai
dampak COVID-19 terjadi kenaikan angka pengangguran sebesar 5,08 persen
pada tahun 2020 dan meningkat dengan pesat pada tahun 2021 menjadi 5,82
persen dan menurun pada tahun 2022 hingga mencapai 5,02 persen. Dan pada
tahun 2023 mengalami penurunan hingga angka 4,95 persen, berarti dapat
disimpulkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Berau mengalami trend

yang positif.

Gambar 2.18.
Tingkat pengangguran Terbuka Kabupaten Berau, 2019-2023
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Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2024
Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Berau selama 2019-2023
bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur tergolong moderate.
Selama periode tersebut tren tingkat pengangguran menunjukkan penurunan,
meski tahun terakhir mengalami peningkatan. Tingkat pengangguran Kabupaten
Berau tahun 2022 ini menduduki peringkat ke empat terbesar meskipun berada

di bawah angka pengangguran Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6,83

persen.
Tabel 2.31
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kalimantan Timur, Tahun 2019-2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)
Kabupaten/Kota

2019 2020 2021 2022 2023

Paser 438 452 5,70 488 472
Kutai Barat 489 497 514 462 6,16
Kutai Kartanegara 5,79 5,70 5,66 414 405
Kutai Timur 5,45 5,45 5,35 6,48 5,93
Berau 495 5,08 5,82 5,02 495
Penajam Paser Utara 6,03 6,22 2,95 2,12 2,07
Mahakam Ulu 3,56 3,49 3,14 2,44 2,09
Balikpapan 7,15 9,00 8,94 6,90 6,09
Samarinda 573 8,26 8,16 6,78 5,92
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Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)
Kabupaten/Kota
2019 2020 2021 2022 2023
Bontang 9,02 9,46 9,92 7,81 7,74
Kalimantan Timur 5,94 6,87 6,83 5,71 5,31

Sumber: Berau Dalam Angka Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Salah satu unsur penting dalam keterkaitannya dengan tenaga kerja adalah
balas jasa tenaga kerja yang berupa upah/gaji. Balas jasa ini menjadi penentu
kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, untuk menjamin kesejahteraan pekerja
atau secara luas masyarakat, ditetapkan standar acuan upah/gaji suatu daerah
dalam bentuk Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten
(UMK).

Dari tahun ke tahun besaran UMK Kabupaten Berau terus mengalami
peningkatan. Pada tahun 2019, UMK Kabupaten sebesar Rp. 3.120.996,44 dan
terus naik hingga menjadi Rp. 3.832.297,- pada tahun 2023. Peningkatan UMK
ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Berau untuk

meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Gambar 2.19.
Perkembangan UMK Kabupaten Berau Tahun 2023
UMK Berau
4.500.000,00
4.000.000,00

« 3.500.000,00

® 3,000.000,00
<< 2.500.000,00
£ 2.000.000,00
€ 1.500.000,00
Z 1.000.000,00
500.000,00
0,00

2019 2020 2021 2022 2023
B UMK Berau | 3.120.996,4 3.386.593,2 3.386.593,2 3.412.331,0 3.832.297,0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau 2024
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Selain itu, di Kabupaten Berau juga terdapat UMK sektor pertambangan batu
bara (UMSK Batu bara) mengingat sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten
Berau ditopang oleh sektor pertambangan batu bara. Nilai UMSK batu bara terlihat
berhubungan positif dengan UMK karena peningkatan UMK selalu diiringi dengan
peningkatan UMSK batu bara. Pada tahun 2020, tercatat bahwa UMSK batu bara
Kabupaten Berau mencapai sebesar Rp.3.300.000,-; dimana sedikit lebih tinggi
daripada nilai UMK Kabupaten Berau.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Berau masih belum optimal
dilaksanakan. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja
perempuan pada tahun 2020 yang hanya sebesar 46,85 persen. Meskipun
demikian, tingkat pengangguran perempuan pada tahun 2020 masih lebih rendah
dibandingkan tingkat pengangguran laki-laki, di mana tingkat pengangguran
perempuan sebesar 3,96 persen sedangkan tingkat pengangguran laki-laki sebesar
5,61 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kompetensi yang
hampir sama dengan laki- laki sehingga ke depan pemberdayaan perempuan harus

lebih ditingkatkan.

Tabel 2.32
IPM Terpilah Gender Provinsi Kalimantan Timur, 2021
Kabupaten/Kota IPM AHH RLS HLS
L P L P L P L P
Paser 78,33| 55,76/ 70,86 | 74,84 | 9,15| 8,36 | 13,18 | 13,47
Kutai Barat 77,31| 65,16| 71,13 | 7495 | 9,34 | 8,14 | 13,09 | 13,02
Kutai Kartanegara 79,47| 62,88 70,67 | 7450 | 958 | 8,64 | 13,54 | 13,66
Kutai Timur 79,21| 60,52| 71,50 | 75,32 | 9,89 | 8,78 | 12,77 | 13,00
Berau 79,72| 69,96| 70,34 | 74,13 | 990 | 9,13 | 13,02 | 14,22
Penajam Paser Utara 76,63| 66,34| 70,05 |7405| 880 | 7,83 |1243 | 12,63
Mahakam Ulu 74,33| 60,69| 70,34 | 74,14 | 892 | 8,11 | 13,02 | 12,59
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Kota Balikpapan 85,75 77,03| 72,86 | 76,55 | 11,36 | 10,69 | 14,22 | 14,31
Kota Samarinda 85,07| 75,94| 72,62 | 76,23 | 1090 | 9,99 | 15,00 | 15,12
Kota Bontang 85,33| 74,34| 72,63 | 76,27 | 11,11 | 10,54 | 13,24 | 13,17
Kalimantan Timur 81,86| 70,36| 72,79 | 76,51 | 10,23 | 9,42 | 13,80 | 13,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa IPM dapat menggambarkan capaian
pembangunan di suatu wilayah. Akan tetapi angka IPM secara umum belum mampu
menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan atau
belum mampu mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi isu
global. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengukuran tingkat keberhasilan
pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, salah satunya adalah
dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender) dengan keterpilahan data IPM.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan
untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang
untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki
dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi
ekonomi. Indeks pembangunan gender di Kabupaten Berau sudah cukup tinggi
dimana pada tahun 2018 memiliki capaian 87,92 dan meningkat menjadi 87,76 di
tahun 2022. Namun pada indeks pemberdayaan gender yang melihat sejauh mana
perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, maka dari capaian yang ada
masih jauh dari harapan. Terlihat indeks pemberdayaan gender pada tahun 2018
hanya mencapai 50,55 dan pada saat di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi

58,12.

Gambar 2.20.
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Berau Tahun 2019-2023
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87,92 87,93 87,61 87,76 87,76
57,66 57,91 56,48 58,17
50,55
Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender
2018 2019 2020 2021 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2023

c. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi di mana suatu wilayah mampu
memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Pemerintah
Kabupaten Berau saat ini sedang berupaya mengurangi ketergantungan pangan dari
luar daerah, salah satu upayanya melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL) dengan target akhir yang ingin dicapai, yakni mewujudkan masyarakat yang
mandiri pangan di tingkat rumah tangga dengan pemanfaatan lahan pekarangan
keluarga.

Salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan adalah padi atau beras
sebagai makanan pokok sehari-hari. Kabupaten Berau merupakan salah daerah
penghasil padi di Kalimantan Timur. Pada tahun 2022 luas panen padi sawah di
Kabupaten Berau adalah 3.866 Ha dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 3.866
Ha. Mengingat beras merupakan salah satu aspek ketahanan pangan yang penting,
tentu saja perlu untuk dipertimbangkan kelestarian lingkungan dengan kebijakan
pembangunan yang tidak mengganggu produksi padi dan beras.

Pertanian merupakan mata pencaharian dari sebagian besar masyarakat
daerah ini. Sebagai daerah dengan luas wilayah yang besar dan bentuk serta

ketinggian lahan yang khas maka pertanian dapat berkembang dengan baik di
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daerah ini. Sektor Pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Berau antara lain
Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu
dan Ubi Jalar.

Secara umum pada tahun 2023 untuk tanaman pangan, meskipun luas
tanam mengalami penurunan dari 22.035,4 Ha pada tahun 2022, menjadi 22.298,6
Ha pada tahun 2023, namun luas panen dan produksi mengalami peningkatan.
Dengan produktivitas yang stabil. Luas panen naik dari 20.463 Ha pada tahun
2022 menjadi 22.512,7 Ha pada tahun 2023, dan Produksi naik dari 89.989,0
Ton pada tahun 2021 menjadi 97.499,7 Ton pada tahun 2023 sedangkan
produktivitas pada tahun 2023 tetap stabil diangka 40,98 Kw/Ha.

Tabel 2.33
Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Berau
Tahun 2022-2023

. Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)

Komoditas 2022 2023 2022 2023
Padi Sawah 3.866,3 2.598,40 15.040,0 8.837,16
Padi Ladang 7.0409,4 4.950,50 21.339,0 8.910,90
Jagung 10.576,6 2.056,90 63.131,0 11.419,91
Kedelai 7,5 11,00 13,0 15,62
Kacang Tanah 46,6 21,50 50,0 29,80
Kacang Hijau 8 0,00 5,0 0,00
Ubi Kayu 80,8 62,00 2.921,0 1.886,35
Ubi Jalar 31,7 25,00 421,0 327,88
Jumlah 22.035,4 9.725,30 102.928,0 31.427,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2024

Tabel 2.34
Perkembangan Skor PPH Konsumsi Kabupaten Berau Tahun 2019-2022
Kelompok Pangan Skor PPH

No 2019 2020 2021 2022
1 Padi-padian 25.0 25.0 25.0 25.0
2 Umbi-umbian 1.1 1.1 1.3 0.8
3 Pangan Hewani 22.7 24.0 24.0 24.0
4 Minyak dan Lemak 5.0 5.0 5.0 5.0
5 Buah/Biji Berminyak 0.5 0.3 0.2 0.2
6 Kacang-kacangan 5.3 5.0 5.0 6.3
7 Gula 1.8 2.4 2.5 2.0
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8 Sayur dan Buah 25.0 24.7 21.0 26.2
9 Lain-lain 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 86.4 87.3 84.0 89.5

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah sebuah indikator yang digunakan
untuk mengukur tingkat keamanan pangan suatu negara atau wilayah. Indeks ini
memberikan gambaran tentang kemampuan individu, keluarga, atau komunitas
dalam mengakses pangan yang cukup, aman, bergizi, dan layak secara fisik maupun
ekonomi. Dalam lima tahun terakhir Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Berau

mengalami trend yang fluktuatif dan mencapai 85,33 pada tahun 2023.

Gambar 2.21
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Berau Tahun 2019-2023

d. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan perihal yang
cukup dipertimbangkan dalam membuat kebijakan pembangunan daerah, utamanya
terkait Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini dikarenakan cukup banyak kawasan
pertambangan maupun penggalian, baik di Kabupaten Berau ataupun Provinsi
Kalimantan Timur, yang berdampak pada pengurangan penggunaan lahan.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan

berencana terkait penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana
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dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan
dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan
tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan di mana tetap
menunjukkan peran dari ekosistem sendiri dalam mewujudkan pembangunan
daerah Kabupaten Berau. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten
Berau pada tahun 2022 mencapai 74,75, sedangkan pada tahun 2023 mencapai
angka .

Dalam pelaksanaan peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup,
tingginya aktivitas pertambangan dan penggalian di Kabupaten Berau cukup
memberi dampak signifikan dalam penurunan kualitas daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup. Hal ini harus menjadi perhatian bagi seluruh pengambil
kebijakan untuk lebih waspada terhadap dampak degradasi kualitas lingkungan
hidup karena akan merugikan setiap lini pembangunan saat ini dan di masa
mendatang.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting
dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik (KTP-el) adalah Kartu
Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. KTP-el
menjadi identitas tunggal yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang memenuhi
syarat (berusia 17 tahun dan pernah/sudah menikah). Adapun salah satu elemen
data yang terdapat dalam KTP-el dan menjadi bagian dari data kependudukan
adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah nomor identitas penduduk
yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai Penduduk Indonesia. Adapun bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun,
NIK biasanya terdapat pada Kartu Keluarga (KK) dengan syarat anggota keluarga
tersebut sudah didaftarkan dalam KK.

Dari data yang dihasilkan terlihat bahwa pada tahun 2022 terdapat 97,91
persen penduduk Kabupaten Berau berusia 17 tahun ke atas yang sudah memiliki

NIK. Salah satu penyebab terjadinya masyarakat yang belum memiliki NIK adalah
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belum terpenuhinya semua persyaratan untuk memasukkan anggota keluarga baru
ke dalam KK.Misalnya, tidak adanya buku nikah kedua orang tua. Hal ini menjadi

salah satu tantangan pembangunan di bidang kependudukan di Kabupaten Berau.

Tabel 2.35
Kepemilikan Akte Kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Berau
Tahun 2022-2023

Tahun
Uraian
2022 2023
Kepemilikan NIK 97,91% 100 %
Kepemilikan Akte Kelahiran 99,24% 88.798 (Jumlah)

Sumber: Badan FPusat Statistik Kabupaten Berau

Selain itu, administrasi kelahiran dan kematian juga belum tercatat dengan
baik mengingat minimnya pendaftaran akta kelahiran maupun kematian, terutama di
daerah yang jauh dari wilayah perkotaan. Jika dilihat pada penduduk yang berusia
0-17 tahun, pada tahun 2023 terdapat sebanyak 99,24 persen penduduk yang
sudah memiliki akta kelahiran. Sedangkan sisanya belum memiliki akta kelahiran
yang dapat disebabkan karena belum diurus.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengacu pada berbagai
kegiatan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta
kemandirian masyarakat dan desa dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada pemerintah
tetapi juga stakeholder lain seperti NonGovernment Organization (NGO), Pemerintah
Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa sendiri. Status "desa mandiri"
merujuk pada pencapaian sebuah desa dalam hal kemandirian dan kemampuan
untuk mengelola sumber daya serta memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara
mandiri. Pada tahun 2023 Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Berau mencapai 17

Desa dengan masih terdapat 1 desa tertinggal.

Tabel 2.37
STATUS IDM 100 DESA SSI PERMEN DESA PDTT 2/2016 (KepMenDesa
PDTT No.80/2022 )
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Indikator Tahun

2019 2020 2021 2022 2023
Sangat Tertinggal 1 1 0 0 0
Tertinggal 20 0 1 1 1
Berkembang 55 60 50 47 43
Maju 23 31 38 41 39
Mandiri 1 8 11 11 17
Total 100 100 100 100 100

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya, indikator kesehatan terkait dengan upaya pengendalian
pertumbuhan penduduk yang dilakukan pemerintah adalah program Keluarga
Berencana (KB). Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mencatat
terdapat sebanyak 44.099 Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2020. Jumlah
ini menurun sebanyak 1.297 PUS dari tahun 2019 yang sebanyak 45.396 PUS.
Namun dari sisi pengguna KB, terdapat kenaikan sebesar 0,66 persen perserta KB
yakni dari 38.642 peserta pada tahun 2019 menjadi 38.897 peserta pada tahun
2020. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020, jenis kontrasepsi yang paling
banyak digunakan oleh PUS di Kabupaten Berau tidak mengalami perubahan yaitu
jenis suntik yang mencapai 20.183 peserta atau 51,89 persen dari total peserta
KB pada tahun 2020. Adapun jenis KB yang pesertanya paling sedikit adalah
Metode Operasi Pria (MOP) atau lebih dikenal dengan istilah vasektomi yang

hanya sebanyak 15 peserta pada tahun 2020.

Tabel 2.38
Jumlah PUS dan Peserta KB, 2019-2023
Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pasangan Usia Subur (PUS) 45396 | 44.099 35.387 44370
Peserta KB 38.642 38.897
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- IUD 2.548 2.796 1.354 1.566
- MOP 16 15 25 741
- MOW 1.437 1.681 632 17
- Implan 3.085 3.811 1.726 2.777
- Kondom 834 864 313 531
- Suntik 20.849 | 20.183 10.558 18.294
- Pil 9.873 9.547 4.278 4.617

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Berau

h. Urusan Perhubungan

Secara geografis, letak Kabupaten Berau berada paling jauh dari ibukota
Provinsi Kalimantan Timur. Namun, karena adanya infrastruktur Bandar Udara
(Bandara) Kalimarau serta Pelabuhan Tanjung Redeb, arus keluar masuk orang
maupun barang menjadi lebih mudah. Bandara Kalimarau ini mulai dibangun pada
tahun 2010, dan mulai beroperasi dua tahun setelahnya. Bandara ini memiliki
panjang landasan (runway) 2.250 m x 45 m, taxiway 179 m x 23 m dan apron
139 m x 110 m. Bandara ini merupakan bandara pertama di Kalimantan Timur
yang dilengkapi dengan centre light atau lampu yang berada di garis tengah
landasan pacu. Pada tahun 2021, banyaknya pesawat yang berangkat dari
Kabupaten Berau sebanyak 1.579 pesawat yang mengangkut sebanyak 106.965
penumpang. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata, setiap pesawat yang berangkat
dapat mengangkut sebanyak 67 penumpang. Secara angka, jumlah pesawat dan
penumpang berangkat tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun
sebelumnya yakni masing-masing 54,02 persen dan 52,25 persen. Adapun jumlah
pesawat datang dan berangkat relatif hampir sama, tetapi secara umum lebih
banyak pesawat datang. Jumlah pesawat datang pada tahun 2020 sebanyak
1.582 (menurun 53,84 persen) dengan penumpang diangkut sebanyak 102.537

orang (menurun 53,07 persen).

Tabel 2.39
Perkembangan Penumpang Angkutan Udara Tahun 2023 di Bandara Kalimarau
(Orang)
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2022 2023
117.872 349,564
Sumber: BPS Kalimantan Timur, Tahun 2023

Tabel 2.40
Jumlah Pesawat dan Penumpang di Bandara Kalimarau
Kabupaten Berau, 2023

Pesawat Penumpang

Bulan Datang Berangkat Datang Berangkat
(1) (2) (3) 4 ()
Januari 211 253 13.572 12.440
Februari 125 171 11.830 12.396
Maret 155 177 13.713 13.618
April 158 190 11.185 14.559
Mei 156 174 17.513 14.122
Juni 156 180 12.980 15.254
Juli 267 266 17.200 13.795
Agustus 158 171 13.010 13.534
September 166 173 14.449 14.774
Oktober 145 184 16.965 16.569
November 178 201 16.182 15.701
Desember 185 184 16.127 18.022
Total

Sumber: Bandara Kalimarau Kabupaten Berau
i. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada era teknologi informasi sekarang ini, komunikasi dan informatika
menjadi hal yang umum dalam keseharian masyarakat. Meskipun begitu, perihal
ini belum menjadi domain utama masyarakat Berau dalam mengembangkan
berbagai bidang kehidupannya sehari-hari. Hal ini terlihat pada masih terbatasnya

jumlah kantor pos pembantu di tiap-tiap kecamatan.

Tabel 2.41
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Jumlah Kantor Pos Pembantu di Kabupaten Berau 2019-2023

Jumlah Kantor Pos Pembantu
Kecamatan
2019 2020 2021 2022 2023
1 [Kelay - - - - -
2 [Talisayan 1 1 1 1 1
3 [Tabalar - - - - -
4 Biduk-Biduk - - - - -
Pulau
5 - - - - -
Derawan
6 [Maratua - - - - -
Sambaliung 1 1 1 1 1
Tanjun
g | M9 1 1 1 - -
Redeb
9 (Gunung Tabur - - - - -
10 Segah 1 1 1 1 1
11 [Teluk Bayur 2 2 2 2 2
12 Batu Putih 1 1 1 1 1
13 Biatan 1 1 1 1 1
Total 8 8 8 7 7

Sumber: BPS Kabupaten Berau, Tahun 2023

Kemudian, selain pelayanan pos yang masih terbatas, ketersediaan jaringan

komunikasi juga terbatas di mana belum semua kecamatan terakses jaringan 4G.

Tabel 2.42
Ketersediaan Jaringan Komunikasi di Kabupaten Berau Tahun 2023
Kecamatan 2G 3G 4G
(1) (2) 3) 4
Kelay Ada Ada Ada
Talisayan Ada Ada Ada
Tabalar Ada Ada Ada
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Kecamatan 2G 3G 4G
Biduk-Biduk Ada Ada Ada
Pulau Derawan Ada Ada Ada
Maratua Ada Ada Ada
Sambaliung Ada Ada Ada
Tanjung Redeb Ada Ada Ada
Gunung Tabur Ada Ada Ada
Segah Ada Ada Ada
Teluk Bayur Ada Ada Ada
Batu Putih Ada Ada Ada
Biatan Ada Ada Ada

Sumber: BPS Kabupaten Berau, Tahun 2023

Kebutuhan manusia dalam berkomunikasi saat ini mendorong perkembangan
teknologi jaringan komunikasi menjadi semakin canggih. Jaringan teknologi
komunikasi adalah serangkaian inter koneksi antar teknologi yang saling
berhubungan satu dan lainnya. Kehadiran teknologi jaringan telekomunikasi ini
mampu menghubungkan antar wilayah di Indonesia meski sampai ke daerah terpencil
atau perbatasan. ketersediaan jaringan komunikasi di Kabupaten Berau pada tahun
2021 untuk jaringan komunikasi 2G sudah terjangkau di seluruh kecamatan yang
ada. Hal ini memberikan indikasi bahwa setiap wilayah di Kabupaten Berau telah
terjangkau jaringan telekomunikasi meskipun komunikasi telepon yang digunakan
sebatas telepon dan pesan singkat. Namun, perkembangan terhadap ketersediaan
jaringan komunikasi, terlebih untuk jaringan 3G dan 4G harus terus ditingkatkan.
Tujuannya adalah supaya penduduk dapat memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi untuk meningkatkan pengetahuan, kreativitas, dan bahkan membuat
aktivitas atau pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Gambar 2.21.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Terkoneksi Jaringan Internet
di Kabupaten Berau, 2018-2022

BAB Il
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

ABUPATEN BERAU TAHUN 2025

2022
2021
2020 86
2019 77
2018 66
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2018 2019 2020 2021 @2022

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau

Berkaitan dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi, maka akan
menentukan akses internet oleh para penduduk. Pada masa keterbukaan informasi,
ketersediaan jaringan internet sangatlah penting baik untuk kepentingan
pemerintahan, sekolah, perdagangan dan sebagainya. Dari tahun 2019 sampai
dengan 2023, jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi jaringan internet selalu
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terdapat 86
desa/kelurahan di Kabupaten Berau yang sudah terkoneksi jaringan internet. Hal ini
berarti masih terdapat sebanyak 24 desa yang belum bisa terkoneksi jaringan
internet. Peningkatan ini terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, salah
satunya melalui Badan Aksesibilitas Komunikasi Informasi (BAKTI). Pada tahun 2020,
BAKTlI memberikan bantuan berupa Very Small Internet Satelit (VSAT) di 25 titik
untuk wilayah pesisir dan pedalaman. Layanan internet satelit ini khusus untuk kantor
desa, sekolah dan puskesmas dengan kecepatan 2 hingga 3 Megabytes.

Dari sisi perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi, telepon genggam
atau Handphone (HP) menjadi alat komunikasi yang lazim dimiliki oleh masyarakat.
HP merupakan perangkat telekomunikasi elektronik dua arah yang berfungsi sebagai
alat penyampaian pesan tulisan, suara, dan bahkan video secara nirkabel (tanpa perlu
tersambungkan ke jaringan telepon menggunakan kabel). Alat komunikasi ini selain
mempermudah komunikasi antar penguna tanpa harus bertatap muka, juga memiliki
kelebihan mudah dibawa kemana-mana. HP tersebut juga telah berkembang dengan
fungsi tambahan yang semakin menarik, seperti media hiburan (musik, permainan,

dan pemutar video).
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Gambar 2.22.
Penduduk Usia 5 Tahun Keatas yang Menguasai/Memiliki HP
di Kabupaten Berau, 2019-2021
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa kepemilikan atau pengusahaan
terhadap HP di Kabupaten Berau sudah cukup banyak. Pada tahun 2019 sebanyak
78,18 persen penduduk usia 5 tahun ke atas telah memiliki/menguasai HP. Tetapi
kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 75,41 persen. Namun pada tahun
2021, terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai 89,74 persen
kepemilikan HP (telepon seluler).

Cukup banyaknya penduduk yang memiliki atau menguasai HP di Kabupaten
Berau mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Berau telah mengikuti
perkembangan zaman. Terlebih sekarang HP bukan lagi benda asing bagi
masyarakat, dari anak-anak hingga dewasa telah menggunakan alat komunikasi
tersebut.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
semakin maju dengan ditemukannya internet. Internet merupakan jaringan
komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas
komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Penemuan
teknologi ini menjadi pelengkap yang penting dan berpengaruh besar pada
kehidupan manusia. Maka penduduk Kabupaten Berau terus berupaya agar bisa
memanfaatkan jaringan teknologi dan komunikasi yang tersedia. Salah satu

pemanfaatan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemanfaatan akses terhadap
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internet yang cukup besar. Hal ini terlihat dari perkembangan persentase penduduk
Kabupaten Berau selama kurun waktu empat tahun terakhir terus menunjukkan
peningkatan.

Pada tahun 2016 persentase penduduk yang mengakses internet adalah
sebesar 33,06 persen. Angka ini kemudian terus meningkat setiap tahunnya hingga
mencapai 64,17 persen pada tahun 2020. Jadi, dapat dikatakan bahwa peningkatan
jumlah pengguna internet di Kabupaten Berau cukup besar. Hal tersebut merupakan
dampak dari terjadinya perluasan dan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi di Kabupaten Berau. Dari sisi diri pribadi penduduk, internet merupakan
suatu hal yang dibutuhkan karena dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan.
Pemanfaatan yang paling sering dijumpai di lingkungan masyarakat adalah untuk
hiburan, bermedia sosial dan mendapatkan informasi barang.

Gambar 2.23.
Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Mengakses Internet
di Kabupaten Berau, 2019-2021
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

j- Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang
merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat.
Meskipun belum sepenuhnya berkembang, namun koperasi di Kabupaten Berau
masih menunjukkan eksistensinya dalam meningkatkan pergerakan perekonomian
mikro daerah. Pada tahun 2023, jumlah koperasi di Kabupaten Berau mencapai 350
unit dimana angka ini meningkat dibandingkan data lima tahun sebelumnya yakni

sebesar 241 pada tahun 2019. Adapun koperasi aktif sebagian besar berada di

BAB Il
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BERAU TAHUN 2025

Tanjung Redeb sebanyak 77 koperasi disusul Segah sebanyak 42 koperasi dan

Sembaliung sebanyak 36 koperasi. Adapun koperasi aktif paling sedikit berada di

Maratua sebanyak 2 unit koperasi.

Di Kabupaten Berau, meskipun belum sepenuhnya berkembang, namun

lembaga koperasi masih menunjukkan eksistensinya dalam meningkatkan pergerakan

perekonomian mikro daerah. Sehingga dari sisi kualitasnya masih harus ditingkatkan

kapasitasnya. Dari sisi kuantitas, koperasi aktif di Kabupaten Berau sebagaimana

terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2

.24.

Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Berau, 2019-2023
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Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

Tabel 2.43

Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Berau, 2023

Koperasi (Unit)
No. Kecamatan
Jumlah Aktif Tidak Aktif
1 | Tanjung Redeb 146 77 67
2 | Kelay 30 19 11
3 | Batu Putih 16 15 1
4 | Sembaliung 48 36 12
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No. Kecamatan Koperasi (Unit)
Jumlah Aktif Tidak Aktif

5 | Gunung Tabur 45 29 16
6 | Segah 46 42 4

7 | Teluk Bayur 47 27 20
8 | Talisayan 37 28 9
9 | Biduk-Biduk 5 4 1
10 | Pulau Derawan 16 13 3
11 | Maratua 3 2 1
12 | Tabalar 14 8 6
13 | Biatan 20 15 5
Binaan Provinsi 4 4 0]
Binaan Nasional 31 31 0]

Total 508 350 156

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

Kemudian dari sisi UMKM, berdasarkan data Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Berau, jumlah UMKM di Kabupaten Berau pada tahun 2021
mengalami peningkatan cukup pesat daripada tahun sebelumnya yaitu sebanyak
13.097 dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2022 menjadi sebanyak 14.401

sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Jumlah UMKM Menurut Kecamatan di Kabupaten Berau, 2019-2023
Tahun

No Kecamatan

2019 | 2020 | 2021 2022 2023
1 Kelay 10 33 55 55 55
2 | Tanjung Redeb 806 884 4592 5539 5547
3 | Biduk - Biduk 54 69 836 836 836
4 | Batu Putih 39 300 351 351 351
5 | Talisayan 45 386 673 673 674
6 | Pulau Derawan 76 147 779 779 779
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No Kecamatan Tahun
2019 | 2020 | 2021 2022 2023
Teluk Bayur 63 346 1321 1441 1449
Biatan 51 32 51 51 51
9 | Tabalar 23 79 502 502 502
10 | Segah 24 52 131 131 147
11 | Gunung Tabur 117 104 988 1058 1061
12 | Sambaliung 42 602 2419 2645 2659
13 | Maratua 22 200 340 340 340
KTP Luar Berau Na Na 59 59
Total 1372 | 3234 | 13097 | 14401 14510

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

Pada tahun 2020, dari 3.234 UMKM terdiri dari 2.781 usaha mikro, 388
usaha kecil dan 65 usaha menengah. Jika dilihat persebarannya, sebagian besar
UMKM terpusat di ibukota Kabupaten yakni Kecamatan Tanjung Redeb yaitu
sebanyak 884 UMKM atau 27,33 persen dari total UMKM. Bahkan untuk jenis usaha
menengah, 60,00 persen diantaranya atau 39 dari total 65 usaha menengah
terdapat di Kecamatan Tanjung Redeb. Jumlah UMKM yang juga banyak terdapat di
Kecamatan Sambaliung yaitu sebanyak 884 UMKM yang terdiri dari 564 usaha mikro,
38 usaha kecil. Sebaliknya, UMKM yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Biatan
yaitu hanya sebanyak 32.

Tabel 2.45
Jumlah UMKM Menurut Kecamatan dan Jenis UMKM
di Kabupaten Berau, 2023

Kecamatan Mikro Kecil Menengah Total

(1) (2) 3) 4 (5)
Kelay 52 3 o 55
Talisayan 649 24 o 674
Tabalar 490 11 o) 502
Biduk-Biduk 825 3 o 836

BAB Il
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

ABUPATEN BERAU TAHUN 2025

Kecamatan Mikro Kecil Menengah Total
Pulau Derawan 779 0] 0] 779
Maratua 338 2 o 340
Sambaliung 2590 55 o 2659
Tanjung Redeb 5386 140 13 5547
Gunung Tabur 1039 19 o 1061
Segah 124 7 o 147
Teluk Bayur 1439 2 o 1449
Batu Putih 341 10 o 351
Biatan 46 4 1 51
KTP Luar Berau 59 o o 59
Total 14098 289 14 14510

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

I. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan
yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Dalam capaiannya di
Kabupaten Berau, sarana dan prasarana untuk pengembangan urusan ini sudah
disediakan pemerintah daerah. Namun dalam pembinaannya masih memerlukan
peningkatan mutu dan kualitas.
m. Urusan Statistik

Di Kabupaten Berau terdapat instansi vertikal yang khusus menangani
penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik
Kabupaten Berau. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau
mempublikasikan buku Kabupaten Berau Dalam Angka dan PDRB Kabupaten
Berau sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya perwujudan pembangunan
daerah.
n. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan Kabupaten Berau cukup beranekaragam terutama kebudayaan
Dayak yang kental dengan adat istiadatnya dan Kampung Bena Baru yang

merupakan Kampung Budaya. Di kampung tersebut terlihat kehidupan sehari-hari

BAB Il
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

ABUPATEN BERAU TAHUN 2025

suku dayak kenyah dengan adat istiadat, musik serta tari-tarian tradisional, dan

benda-benda kerajinan/cagar budaya asli dari suku

dayak kenyah. Dalam

mengenalkan budaya di Kabupaten Berau, rutin dilakukan kegiatan pengenalan

kebudayaan. Namun penyelenggaraan ini belum didukung oleh sarana yang

memadai. Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Berau di

jelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.46

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

di Kabupaten Berau Tahun 2023

NO NAMA KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN
1 Pem,llhan Duta Budaya Tingkat Kabupaten Berau 09 — 11 Juni 2023
(Tanjung Redeb)
2 | Pesta Adat Bakudung Batiung (Kampung Tumbit 26 Juni 2023
Dayak)
3 Pemilihan Duta Wisata dan Puteri Pariwisata .
Tingkat Kabupaten Berau (Tanjung Redeb) 20 — 23 Juli 2023
4 | Pesta Budaya.ToIak Bala Buang Naas Bahari 13 September 2023
(Kampung Talisayan)
5 | Pesta Adat Manguati Banua (Kelurahan 14 September 2023
Sambaliung)
6 | Upacara Hari Jadi Kabupaten Berau dan Tanjung 15 September 2023
Redeb
7 Fest!val Lomba Ancur Paddas dan Puncak Rasul 16 September 2023
(Tanjung Redeb)
8 | Festival Baturunan Parau (Gunung Tabur) 17 September 2023
9 | Festival Irau Manutung Jukut (Tanjung Redeb) 17 September 2023
10 | Lomba Permaianan Tradisional (Tanjung Redeb) 19 - 20 September 2023
11 Fest'lval Lomba Kullnet.' Khas Bajau dan Kreasi Tari 21 - 24 September 2023
Dalling (Kampung Tanjung Batu)
12 | Pesta Adat Melas Kampung (Kampung Suaran) 11 Oktober 2023
3 p - -
3 | Lomba Perahu Panjang Tradisional (Tanjung 21 Oktober 2023
Redeb)
14 | Berau Expo 2023 01 — 10 November 2023
15 | Festival Lomba Mangumbang Anak, Babiran, Lagu 3
Daerah dan Tari Tradisional (Tanjung Redeb) 02 - 09 November 2023
16 | Maratua Jazz Dive and Fiesta (Pulau Maratua) 24 — 25 November 2023
17 | Pesta Adat Mag Jamu (Kampung Tanjung Batu) 29 November 2023
18 PB/I;%)Laml-Laml Lahatku Bajau (Kampung Tanjung 29 November 2023
19 | Festival Musik Pantai (Kampung Pulau Derawan) 01 — 02 Desember 2023
20 ili - i i
Peml_llhan Putera-Puteri Duta Tari Kabupaten Berau 01 — 02 Desember 2023
(Tanjung Redeb)
21 | Dakayu Malatua Fest (Kecamatan Maratua) 18 Desember 2023
22 | Sport Tourism Road To Derawan (Kampung 23 Desember 2023
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Tanjung Batu)
23 | Pesta Adat Meja Panjang (Kampung Merasa) 28 — 30 Desember 2023
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2023

o. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas data dan informasi
pembangunan, Pemerintah Kabupaten Berau memiliki Perangkat Daerah khusus
yang menangani urusan perpustakaan dan kearsipan, yakni Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan. Perpustakaan daerah merupakan salah satu program kegiatan dari
Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai penyebarluasan data dan informasi
sekaligus sosialisasi untuk lebih mengetahui berbagai capaian pembangunan di
Kabupaten Berau. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, urusan kearsipan
memiliki posisi penting guna menyusun setiap database pembangunan, baik
berupa dokumen, bukti fisik, hingga dalam bentuk softcopy untuk menjadi bahan

rujukan berbagai implementasi pembangunan.

2.4. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki
daerah tersebut. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan
pemerintahan pilihan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
2.4.1.Urusan Kelautan dan Perikanan

Perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten
Berau. Bahkan beberapa kecamatan yang memiliki daerah perairan menjadikan
sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama. Perikanan dibagi ke
dalam dua jenis, yaitu perikanan laut dan perikanan darat.

Bahkan beberapa kecamatan yang memiliki daerah perairan menjadikan
sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama. Perikanan dibagi ke
dalam dua jenis yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sedangkan
perikanan tangkap dirinci lagi menjadi perikanan laut dan perairan umum. Di
Kabupaten Berau, perikanan tangkap di laut memberikan hasil produksi yang lebih
banyak dibandingkan perikanan tangkap di perairan umum. Terdapat berbagai

jenis ikan yang ditangkap dari laut Kabupaten Berau.
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Gambar 2.25.
Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
di Kabupaten Berau (Ton), 2022-2023
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Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Berau

Berdasarkan di atas dapat terlihat bahwa produksi ikan tangkap di
Kabupaten Berau mengalami kenaikan dari tahun 2022 sampai dengan 2023.
Pada tahun 2022, produksi perikanan tangkap sebesar 24.290,05 ton dan
produksi budidaya sebesar 2.403,70 ton. Angka ini mengalami kenaikan pada
tahun 2023 menjadi produksi perikanan tangkap sebesar 24.941,08 ton,
sementara untuk perikanan budidaya sebesar 3.895,89 ton.

Dengan dominasi produksi yang lebih 50 persen setiap tahunnya,
menjadikan budidaya tambak sebagai budidaya paling menjanjikan dibanding
yang lain. Adapun jenis perikanan yang paling banyak dibudidayakan di tambak di
Kabupaten Berau adalah bandeng dan udang.

2.4.2. Urusan Pariwisata

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Berau terbentuk dari kondisi
geografis, sejarah dan budaya yang dimiliki Kabupaten Berau. Potensi wisata yang
berasal dari kondisi geografis meliputi obyek laut/bahari. Potensi wisata yang
berasal dari sejarah meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah.
Potensi wisata yang berasal dari budaya meliputi keunikan masyarakat Kabupaten
Berau dengan segala kebudayaannya. Berkaitan dengan pengembangan

pariwisata di Kalimantan Timur, pemerintah pusat telah membagi ke dalam 3 (tiga)
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Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan 12 (dua belas) Kawasan Pengembangan

Pariwisata Nasional (KPPN) sebagai berikut:
DPN 1 yaitu Long Bagun — Melak dan sekitarnya, meliputi 3 KPPN

mencakup Long Apari dan sekitarnya, Long Bagun dan sekitarnya dan

Melak — Kersik dan sekitarnya.

DPN 2 yaitu Tenggarong — Balikpapan dan sekitarnya, meliputi 5
KPPN mencakup Kota Bangun — Tanjung Isuy dan sekitarnya, Tenggarong
dan sekitarnya, Samarinda dan sekitarnya, Bontang — Sangata dan

sekitarnya, Balikpapan dan sekitarnya.

DPN 3, yaitu: Derawan — Kayan Mentarang dan sekitarnya, mencakup
Tanjung Redeb dan sekitarnya, Derawan — Sangalaki dan sekitarnya, Kayan

— Mentarang dan sekitarnya, dan Tarakan dan sekitarnya.

Berau menjadi sektor utama bagi pembangunan wilayah dan perekonomian
di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata
agar potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Berau dapat dimaksimalkan.
Adapun dalam pengembangan pariwisata, terdapat beberapa faktor yang dapat
menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata yaitu: 1) tersedianya objek
dan daya tarik wisata, 2) adanya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasana
sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan
wisata dan 3) tersedianya fasilitas amenities yaitu sarana kepariwisataan yang
dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan objek wisata,
tabel berikut menyajikan jumlah potensi pariwisata yang telah didata di Kabupaten
Berau pada tahun 2022 dan 2023. Kabupaten Berau memiliki banyak objek
wisata yang cukup menarik dan potensial untuk dipasarkan. Sayang sekali, objek-
objek wisata di Kabupaten Berau belum tertata dan dikembangkan secara baik
dan berstandar kepariwisataan. Berikut merupakan jumlah obyek wisata yang ada

di Kabupaten Berau sampai dengan tahun 2023.
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